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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

▪ Kegiatan   : PENILIKAN KE-4 S-PHPL 

▪ Unit Manajemen : IUPHHK-HT PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT I 

▪ Tanggal Audit  : 6 – 10 September 2021 

 

I. IDENTITAS LPPHPL 

 

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 

4. Nomor Telpon 

Email 

: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 

6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial merangkap Ketua Tim Audit) 

b) Ir. Harijadi (Auditor PHPL Prasyarat ) 

c) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi) 

d) Mahardika Larasati, S Hut (Auditor PHPL Ekologi) 

e) M. Ngizudin, S Hut (Auditor VLK Hutan) 

7. Pengambil 

Keputusan 

: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT I 

2. Alamat Kantor : Jl. HM Ardan No. 65 RT 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara 

Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman  

4. SK IUPHHK-HA : No. 407/Kpts-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996 
5. Luas dan Lokasi  : 10.976,40 Ha  di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur 

6. Pengurus Perusahaan : Direksi : 

- Direktur Utama : Robert Siagian 

- Direktur           : Hoesin 

 Komisaris : 

- Komisaris utama  : Arthur Tahija 

- Komisaris            : Wisly Dwi Putra 

7. Nama MR Auditee : Heru Riyanto 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-PHPL 

Audit dilakukan dengan cara remote audit  (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan : 

 

1. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 6 September 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Sumalindo Hutani Jaya 

Unit I. 

2. Tahapan : Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 6 Septembr 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit I. 

b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan 

jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan 

ketentuan-ketentuan lainnya terkait  proses audit. 

c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara 

elektronik. 

3. Tahapan : Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 7 – 9 September 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai 

Lampiran 1.3 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap 

kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir. 

b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai 

Lampiran 2.2  Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap 

kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir 

c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, 

menggunakan room yang berbeda : 

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat  

2) Room 2 untuk kriteria produksi  

3) Room 3 untuk kriteria ekologi 

4) Room 4 untuk kriteria sosial  

5) Room 5 untuk kriteria VLK Hutan 

d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap 

dokumen dan laporan kegiatan UM. 

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : 

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil 

kegiatan/fungsi alat. 

b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / 

pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. 

e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat 

menggunakan checklist. 

f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording) 
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PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 
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4. Tahapan : Pertemuan Penutupan 

Waktu : 10 September 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit I. 

b) KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya proses 

audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan sementara 

hasil penilaian kinerja PHPL. 

c) Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik. 

 

5. Tahapan : Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 10 September 2021 

Tempat : Zoom Room 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan 

BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik. 

 

6. Tahapan : Pengambilan Keputusan 

Waktu : 30 September 2021 

Tempat : PT Trustindo Prima Karya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: Hasil keputusan Penilikan Ke-4 S-PHPL, ditetapkan : 

1. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL. 

2. Predikat, semula BAIK menjadi SEDANG (berubah); 

3. Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari 

tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 3 Desember 2023; dan 

4. Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua 

belas) bulan. 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut : 

 

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT 

 

 

1. Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

1. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman 

TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, 

Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas sebagai berikut 

: 

1. Ketersediaan dokumen legal PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) lengkap dan tidak ada 

perubahan, seperti SK IUPHHK-HTI, NIB, NPWP, dan Akte Perubahan yang terakhir 

pada tahun 2018 dengan Nomor : 28 tanggal 07 November 2018, dan SK Menkumham 

No AHU-0159701.AH.01.11 Tahun 2018 pada Tanggal 27 November 2018, dengan 

Susunan pengurus perusahaan sebagai berikut :  

1. Direktur Utama     :  Robert Siagian; 

2. Direktur              : Hoesin; 

3. Komisaris Utama   : Arthur Tahija  

4. Komisaris              : Wisly Dwi Putra 

      Komposisi Pemegang Saham PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), yaitu : 

- PT Pabrik Kertas Tjiwi  : 369.502.490 saham 

- PT Purinusa Ekapersada :               10 saham 

Seluruh dokumen legal diatas tersimpan baik di Kantor Operasional (Region) di Jl. HTI 

Camp 38, Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Propinsi Kalimantan Timur; 

➢ Ketersediaan dokumen administrasi tata batas areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit 

I) di Kantor Operasional (Distrik Sei Pesab) lengkap sesuai tingkat realisasi penataan 

batas yaitu penataan batas areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) sudah mencapai 

100 % (TEMU GELANG) dan dokumen tersebut meliputi : Pedoman Tatabatas; Intruksi 

Kerja, Berita Acara Pelaksanaan Tatabatas Luar Sendiri maupun Persekutuan, Laporan 

Tatabatas, dan terakhir SK. Penetapan Areal Kerja dengan lampiran Peta Penetapan Areal 

Kerja (sesuai SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.273/MENHUT-II/2007 tanggal 07 

Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Pada Hutan Tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya Seluas 10.976,40 Hektar di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Terkait dengan perbedaan peta antara SK Menhut Nomor : 407/Kpts-II/1996 dan SK 

Nomor : SK.273/Menhut-II/2007 sampai dengan penilikan ke-4 belum terdapat tanggapan 

dari BPKH Wilayah IV Samarinda, sesuai 3 (tiga) surat Direktur Utama PT SHJ I, yang 

telah diverifikasi pada tahun sebelumnya yaitu penilikan ke-3 tahun 2020. 

 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.1 adalah Baik  (tetap). 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

2. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi tata batas yang tersedia di Kantor 

Operasional (Distrik Sei Pesab) maka diketahui bahwa keberadaan dokumen penataan batas 

adalah lengkap sesuai tingkat realisasi penataan batas yaitu penataan batas areal kerja PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) sudah mencapai 100 % (TEMU GELANG), sesuai dengan 

veirifer 1.1.1. 

Berdasarkan laporan penataan batas maka diketahui realisasi penataan batas luar areal kerja 

IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yaitu sepanjang 77.317,50 Meter atau 

mencapai 100 % dari rencana penataan batas sepanjang ±77.812,40 meter, dengan trayek: 

1. SHJ/205=BSM/2015 – SHJ/314=B/314: 12.802,40 Meter sebanyak 109 Pal 

2. SHJ/314=B/314 – SHJ/379=B/379    : 31.509,50 Meter sebanyak 64 Pal 

3. SHJ/1=SHJ/379 – B/1=SHJ/44=B/44   : 5.077,31 Meter sebanyak  46 Pal 

4. SHJ/44=B/44 – SHJ/205=B/205    : 16.784,36 Meter sebanyak 161 Pal 

5. SHJ/379=B/379 – SHJ/1=B/1     : 11.143,93 Meter sebanyak 18 Pal 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL  verifier 1.1.2 adalah Baik (tetap) 

3. Verifier 1.1.3 : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK 

IUPHHK) 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama 1 (satu) tahun terakhir masih terdapat konflik batas atau klaim lahan di dalam areal 

kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) oleh perorangan maupun kelompok 

masyarakat sekitar areal kerja, dan tumpang tindih areal (overlap) dengan lokasi perkebunan 

kelapa sawit plasma dari PT KAPAS dan PT Gunta Samba yang tidak memiliki izin lokasi 

perkebunan dari Bupati Kutai Timur. 

Berdasarkan Data Monitoring Konflik Batas/Lahan dan Upaya Penyelesaiannya per 31 

Agustus 2021, maka diketahui bahwa pada Areal Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

masih terdapat 10 klaimer dengan luas 4.396 Ha, dari tahun sebelumnya berjumlah 11 

klaimer dengan luas 4.397 Ha, karena terdapat 1 klaimer yang sudah diselesaikan seluas 1 

Ha pada tahun 2016 namun masih terhitung, yaitu konflik pembangunan SD Negeri 009 Sei 

Pesab sesuai dengan dokumen MoU (Nota Kesepahaman) Nomor : 001/MoU/HTI-SHJ-

PSB/FAS-SD0009/IX/2016 tanggal 12 Oktober 2016, yang ditanda tangani antara Pihak 

Pertama, Direktur Utama PT SHJ Unit I (Robert Siagian) dan Pihak Kedua, Kepala Sekolah SD 

009 Sei Pesab (Tri Pudjiati, S.Pd). Sedang konflik yang masuk tahap IV untuk proses MoU 

(Nota Kesepahaman) tahun 2021 yaitu konflik Perluasan pemukiman RT.09 seluas 18 Ha. 

Sehingga pada penilikan ke-4 dilakukan koreksi jumlah klaimer dan luas yang sebenarnya, 

yaitu 10 klaimer dengan luas 4.396 Ha.  

Kemudian sesuai dengan hasil wawancara dengan Bagian Forest Protecsion dan Forest 

Sustainable (Bpk. Sulaiman Umar), maka diketahui bahwa terdapat upaya penyelesaian 

konflik tahun 2021 yang masih dalam proses pembuatan MoU (Nota Kepahaman) antara PT 

SHJ I dengan Pengurus RT 09 terkait klaim perluasan RT 09 seluas 18 Ha. Namun hingga 

penilikan ke-4 dokumen draft MoU belum ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang 

bersepakat. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL  verifier 1.1.3 adalah Sedang (Tetap). 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

4. Verifier 1.1.4 : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal 

kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 tersedia Peta Penutupan Lahan IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) berdasarkan 2 (dua) liputan, yaitu tanggal 4 Juni dan 7 Mei 2020 yang dibuat oleh 

Konsultan PT Tunas Inti Binangun dan disetujui oleh Direktur Utama PT SHJ I (Robert Siagian) 

dengan hasil kondisi penutupan sebagai berikut :  

 

Dari data kondisi penutupan lahan bulan Juli 2020 diatas, maka diketahui bahwa pada areal 

kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) terdapat APL seluas 664,78 Ha, dan keberadaan APL 

tersebut sudah di verifikasi pada audit penilikan ke-3 tahun 2020 yang mengacu  Peta 

Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Kaltim dan Kaltara s/d Tahun 2016 Skala 

1 : 60.000 (lampiran SK. Menteri LHK Nomor: SK.6026/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017, 

tanggal 7 November 2017), dimana perubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 

menjadi APL seluas 680,81 Ha.  

Kemudian atas perubahan fungsi kawasan tersebut PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

menyampaikan permohonan Usulan RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020-2029 melalui surat 

Direksi Nomor:02/SHJ I/IV 2020, tanggal 22 April 2020 kepada Dirjen PHPL c.q. Direktur UHP, 

dan telah mendapat jawaban sesuai surat Direktur UHP Nomor: 

S.487/UHP/RKUPHT/HPL.1/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Arahan Perbaikan Usulan 

RKUPHHK-HTI PT SHJ I. 

Sehingga pada periode panilikan ke-4 telah tersedia dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 

2020-2029 Atas Nama IUPHHK-HTI PT SHJ I yang disetjui sesuai Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 

tanggal 11 November 2020. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.1.4 adalah SEDANG (turun). 

5. Verifier 1.1.5 : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama 1 tahun terakhir masih terdapat penggunaan Kawasan diluar sektor kehutanan di areal 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tanpa izin sesuai dengan data monitoring status konflik per 

bulan Agustus 2021, yaitu pada Areal Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) masih terdapat 

10 klaimer dengan luas 4.396 Ha, seperti tabel berikut : 
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No Nama Klaimer/ Konflik 
Status/ Luas (Ha) Total 

(Ha) 

Kriteria 

konflik Klaim Overlap 

1 Perluasan Desa Miao Baru 1.300 - 1.300 Berat 

2 Perluasan Pemukiman RT 09 

Desa Miao Baru 

18 - 18 Berat 

3 Kelompok Tani Simpang 7 dan 8 

Bersatu 

750 - 750 Berat 

4 Kelompok Tani Jamhin 1  190 - 190 Berat 

5 Kelompok Tani Jamhin 2  209  209 Berat 

6 Kelompok Tani Gunung Batu 800 - 800 Berat 

7 Kelompok Tani Neptui Indah 320 - 320 Berat 

8 Perkebunan Kelapa Sawit PT 

KAPAS 

- 447 447 Berat 

9 Perkebunan Kelapa Sawit PT 

Guta Samba  

- 96 96 Berat 

10 Klaim Kelompok Tani Gua Indah 267 - 267 Berat 

 Jumlah 3.854 543 4.397  

Dari 10 klaimer/konflik diatas, sebagian besar sudah ada sejak tahun 2010, terutama klaim 

perluasan Desa Miao Baru pada kiri-kanan poros jalan umum provinsi sepanjang 13 KM yang 

masuk areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) seluas ± 1.300 Ha, sehingga pada Peta 

RKUPHHK-HT Periode 2010-2019 Skala 1 : 100.000 (yang lama) terdapat areal OKUPASI, 

dan pada Peta RKUPHHK-HT Perode 2020-2029 tergambar menjadi areal KEMITRAAN seluas 

2.637,89 Ha dengan tanaman jenis Eucalyptus pellita, dan jenis lain. 

Terdapat Peta Identifikasi Areal Bermasalah Di PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Skala 1 : 

50.000 yang menggambarkan lokasi konflik dan sesuai dengan data Monitoring Konflik 

Berdasarkan Tata Ruang s/d Agustus 2021 maka diketahui luas konflik dari 10 klaimer seluas 

4.397 Ha yang terbagi pada peruntukan areal sebagai berikut : 

1. Pada areal tanaman budidaya/tanaman pokok seluas 2.234,89 Ha 

2. Pada kawasan lindung seluas 332,37 Ha 

3. Pada areal kemitraan/tanaman kehidupan seluas 1.829,74 Ha 

Terdapat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 2021 yang telah 

disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan tembusan ke BPHP 

Wilayah XI Samarinda, namun kesimpulan status konflik yang di laporkan yaitu SEDANG 

(WASPADA), padahal pada Data Monitoring Status Konflik (seperti tabel) adalah BERAT. 

Sehingga ada ketidaksesuaian dalam penyajian data status konflik yang disampaikan kepada 

instansi dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.   

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL  verifier 1.1.5 adalah Sedang  (Tetap) 

6. Verifier 1.1.6  Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

 Bobot  Dominan 

 Nilai  SEDANG 

 Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Berdasarkan verifikasi dokumen sosial terkait dengan Data Monitoring Status Konflik Lahan 

berdasarkan tata ruang di areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), maka masih terdapat 

Konflik Tenurial (definisi : adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim 

pengusaan, pengelolaan, pemanfaatan penggunaan suatu Kawasan hutan negara).  

Sampai dengan bulan Agustus 2021, maka diketahui luas konflik tenurial dari 10 klaimer 

seluas 4.397 Ha yang terbagi pada rencana peruntukan areal sebagai berikut : 

1. Pada areal tanaman budidaya/tanaman pokok seluas 2.234,89 Ha 

2. Pada kawasan lindung seluas 332,37 Ha 

3. Pada areal kemitraan/tanaman kehidupan seluas 1.829,74 Ha 
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Berdasarkan data Tata Ruang Areal Kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), pada Buku 

RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029, maka diketahui bahwa luas efektif pada areal kerja 

IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), seluas 9.490,74 Ha, yang terdiri dari : 

1. Rencana tanaman pokok dan sarana prasarana seluas 6.803,30 Ha 

2. Rencana tanaman kehidupan/kemitraan dan sarana prasarana seluas 2.687,44 Ha 

Dari data luas 10 klaimer lahan seluas 4.397 Ha dan luas areal kerja efektif pada tabel tata 

ruang di RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 seluas 9.490,74 Ha, maka diketahui bahwa 

persentase pencapaian penguasan areal kerja IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit 

I),, yaitu 100 % - (4.397 Ha : 9.490,74 Ha) X 100 % = 53,67 % (kategori sedang : 50-79 %) 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL  verifier 1.1.6 adalah Sedang 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 81,48 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

5. Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 tidak terdapat perubahan Visi dan Misi Perusahaan/PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/Dir/I/2016  tentang Penetapan Visi 

dan Misi Perusahaan Tahun 2016, bulan Januari 2016, dan sesuai dengan penilaian tahun 

sebelumnya diketahui bahwa Visi dan Misi Perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL karena 

mencakup aspek kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. 

Terdapat dokumen Berita Acara Sosialisasi (terlampir daftar hadir) kepada masyarakat sekitar areal 

kerja dan level karyawan PT SHJ I, dengan rincian sebagai berikut :  

1. Berita Acara Implementasi K3 dan di dalamnya terdapat Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan 

kepada karyawan peserta Diklat pada bulan Januari 2021; dan 

2. Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi kepada Masyarakat Setempat tentang Pelaksanaan 

FPIC/Padiatapa PT SHJ I Di Desa Miau Baru kec. Kombeng Kab.Kutai Timur Prov Kaltim, pada 

tanggal 15 Desember 2020, dimana di dalamnya terdapat sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan 

(namun tidak terdapat daftar Hadir). 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.2.1 adalah BAIK (tetap) 

2. Verifier 1.2.2 : Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Isi Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), yang ditetapkan Januari 2016 sesuai dengan 

kerangka PHPL, namun pada implementasinya di lapangan untuk pembangunan HTI baru sebagian 

yang sesuai dengan kerangka PHPL,  karena realisasi target pada RKT tahun 2020 dan Tahun 2021 

(sampai dengan bulan Agustus 2021) belum ada realisasinya atau NIHIL, dengan rincian sebagai 

berikut : 

Aspek Produksi 

1. Implementasi PAK RKT 2021 sebagian yang sesuai dengan Blok RKT yang diatur pada 

RKUPHHK-HT Periode 2020-2029, karena masih terdapat petak carry over dari seluruh RKT 

2020 yang tidak ter-realisasi seluas 1.538 Ha (Swakelola seluas 1.038 Ha dan Kemitraan 

seluas 500 Ha);  
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2. Hasil  analisis pengukuran PUP belum dilakukan untuk dijadikan dasar perhitungan rencana 

panen (JTT/Etat volume), karena struktur tegakan tidak merata yang disebabkan tidak terdapat 

realisasi penanaman pada tahun RKT 2016 (kelas umur 5), RKT 2017 (kelas umur 4), RKT 

2022 (kelas umur 1), sedang data realisasi tanaman hanya pada RKT 2018 (kelas umur 3) dan 

RKT 2019 (kelas umur 2), yaitu total realisasi tanaman seluas 54,50 Ha (sangat kecil). 

3. Kondisi kesehatan finansial berdasarkan Laporan Audit Keuangan Pendapat/Catatan Kantor 

Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan menyatakan bahwa Opini Laporan Keuangan Wajar Tahun 

2020 dengan parameter Rentabilitas - 1,34 % (negatif), Likuiditas 33% (0 – 50 %) dan 

Solvabilitas 121 % (˂ 150%); 

4. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020, tidak 

didapatkan rencana anggaran untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan 

pengadaan bibit alias NIHIL, sehingga berdampak kepada alokasi dana untuk seluruh bidang 

kegiatan pada tahun 2020 yang tidak proporsional atau terdapat perbedaan > 50 % dan pada 

akhirnya realisasi fisik penanaman tanaman budidaya pada RKT tahun 2020 dan tahun 2021 

(s/d Agustus 2021) adalah NIHIL; 

5. Realisasi tanaman budidaya s/d Agustus 2021 masih NIHIL baik realisasi tanaman budidaya 

Swakelola dan Kemitraan yang ditargetkan sesuai pada RKT tahun 2020 maupun RKT tahun 

2021; 

6. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Produksi pada penilikan ke-4, tehadap 

verifier bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier 

Co-Dominan maupun Dominan.  

Aspek Ekologi 

1. Implementasi penataan Kawasan lindung s/d Agustus 2021 tercapai 6,56 % (8.0 KM); 

2. Implementasi pengakuan para pihak terhadap Kawasan lindung belum sesuai karena masih 

ada luas Kawasan lindung yang telah ditetapkan masih di klaim oleh masyarakat setempat 

seluas 332,37 Ha (dari Data Monitoring Status Konflik Lahan berdasarkan Tata Ruang di areal 

kerja PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I per Agustus 2021); 

3. Berdasarkan PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, maka diketahui bahwa SDM Perlindungan 

Hutan masih belum sesuai karena 1 regu inti (15 personil); 

4. SOP identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemic belum sesuai dengan perundangan/peraturan yang berlaku; 

5. Perlu meningkatkan kegiatan patroli dan memberi penyuluhan kepada masyarakat setempat 

karena masih terdapat perambahan lahan dengan cara pembakaran bekas ladang mereka yang 

berada di areal PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I; 

6. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Ekologi pada penilikan ke-4. tehadap verifier 

bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-

Dominan maupun Dominan. 

Aspek Sosial  

1. Data informasi secara menyeluruh terkait identifikasi SDH yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

secara spesifik belum diperoleh; 

2. Upaya penataan batas untuk memisahkan antara kawasan masyarakat dengan areal 

perusahaan secara tegas belum tercapai karena masih banyak konflik lahan yang terjadi di 

dalam areal kerja walaupun penataan batas areal kerja PT. Sumalindo Hutani Jaya Unit I sudah 

TEMU GELANG ; 

3. Identifikasi data areal bermasalah karena konflik lahan dan upaya penyelesaian selama 1 tahun 

terakhir belum dilaporkan secara lengkap sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.05/2016 

tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik  kepada instansi kehutanan di 

daerah dan status konflik yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya konflik 

yang terjadi, yaitu berat, sedang pada laporan disimpulkan Sedang (Waspada); 

4. Struktur Organisasi Kelembagaan Resolusi Konflik, belum menggambarkan koordinasi atau 

alur atau proses dari awal konflik sampai dengan resolusinya dan juga dengan para pihak atau 

stakeholder yang terlibat; 
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5. Implementasi CSR kepada masyarakat yang terkena dampak operasional tahun 2020 dan 

tahun 2021 masih kecil karena pandemic Covid-19; 

6. Dan lainnya sesuai dengan hasil penilaian auditor Sosial pada penilikan ke-2, tehadap verifier 

bernilai Buruk untuk Bobot verifier Co-Dominan dan bernilai Sedang baik Bobot Verifier Co-

Dominan maupun Dominan. 

Dari telaahan 3 Aspek diatas, maka nilai kinerja PHPL untuk verifier 1.2.2 adalah SEDANG (tetap) 

3. Verifier 1.2.3 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ 

organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : BAIK  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 diketahui bahwa keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan pada 

seluruh tingkatan untuk mendukung operasional IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), 

seluas 10.976,40 Ha, telah tersedia Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan pada setiap 

bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis ≥ 80 %, yang meliputi 

: S1 Kehutanan 4 orang dan 7 orang Ganis Kehutanan (Ganishut). 

Dari jumlah tenaga professional bidang kehutanan dari level Pendidikan diatas terdapat 7 Ganis 

Kehutanan  sesuai dengan kompetensinya yang terdiri dari :  

1. 1 orang Ganis PHPL Kurpet, Sdr. Elman Rienald Manglili, S.Hut. (No. Reg. 16210006446) 

2. 1 orang Ganis PHPL Canhut, Sdr. Hubertus Hanu (No. Reg. 01210004964) 

3. 1 orang Ganis PHPL Nenhut, Sdr. Teguh Budi Santosa (No. Reg. 02210008627) 

4. 1 orang Ganis PHPL Binhut, Sdr. Sulaiman Umar (No. Reg. 03210009134) 

5. 3 orang Ganis PHPL PKB-R : 

a. Sdr. Heru Riyanto (No. Reg. 04210008621); 

b. Sdr. Adriyana (No. Reg. 04210008487) 

c. Sdr. Fahrizal Ramu, S.P. (No. Reg. 04210005918) 

Keberadaan Sarjana Kehuatanan dan Ganis PHPL diatas sesuai dengan bukti dokumen legalitas 

atas kompetensi yang dimiliki, berupa Ijasah Sarjana Kehutanan dan Sertifikat Ganis PHPL serta 

SK Penugasan Ganis PHPL dari Kementrian LHK melalui SK. BPHP Wliayah XI Samarinda yang 

dilampiri KARTU SIGANISHUT, yang mencantumkan nama pemilik dan nomor register serta masa 

berlakunya. 

Dengan demikian nilai kinerja PHPL untuk verifier 1.2.3 adalah BAIK (Tetap) 

4. Verifier 1.2.4 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan verifikasi Data Rencana dan Realisasi Diklat SDM PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

selama 1 (satu) tahun terakhir, maka diperoleh hasil perhitungan berdasarkan data tahun 2020 dan 

tahun 2021 (s/d bulan Agustus 2021), pada tabel berikut : 

No 
Uraian ketercapaian 

Realisasi (%) 

RKT 2020 RKT 2021*) 

1 Jumlah peserta Diklat 141,37 % 137 % 

2 Realisasi pelatihan yang terlaksana selama 1 tahun  33,33 % 33,33 % 

3 Realisasi pelatihan Internal  88,88 % 88,88 % 

  Ket : *) realisasi s/d Agustus 2021 
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Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa peningkatan kompetensi SDM (secara personal) 

>70% dari rencana sesuai kebutuhan, namun realisasi topik/program training yang terlaksana 

mencapai 33,33 % atau ˂50 % dari rencana topik/program training yang dibutuhkan. 

Sehingga rencana Diklat SDM PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang dibuat pada tahun 2021 

yang merupakan kelanjutan dari tahun 2020 masih terulang, terutama jenis topik program Diklat 

Internal dan Eksternal yang tidak terealisasi sesuai kebutuhan. 

   

Dengan demikian nilai kinerja PHPL untuk verifier 1.2.4 adalah Sedang (Turun) 

5. Verifier 1.2.5 : Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan. 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 telah tersedia lengkap dokumen ketenagakerjaan PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) di Kantor Sei Pesab dan dokumen tersebut antara lain : 

1. Terdapat Format Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Di Bidang Pengusahaan Hutan 

dan Diklat Pada IUPHHK PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dari bulan Juni 2020 s.d Juli 2021, 

Dalam Wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur; 

2. Terdapat dokumen PKB antara PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dengan SP Kahutindo Periode 

2019-2021 sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor: KEP.560/1940/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal  15 Oktober 2019 tentang 

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sumalindo Hutani Jaya dengan Serikat Pekerja 

Kahutindo, Perjanjian Kerja Bersama berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 

2021 dan telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur dengan pendaftaran Nomor: 80/PSKP/B.PHI&JSTK/2019 tanggal 15 Oktober 2019; 

3. Terdapat Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Kutai Timur No. 561/113/IIIJ tangga 

6 Januari 2021 tentang SK Gubernur Kaltim Nomor : 560/K.635/2020 tanggal 7 Desember 

2020 kepada Pimpinan Perusahaan terkait Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur sesuai SK. 

Gubernur Kaltim yaitu sebesar Rp.3.140.098,-; 

4. Terdapat dokumen Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan Nomor BPJS 

Ketenagakerjaan Perusahaan: SS013771, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan ; 

5. Terdapat Data Ganis PHPL sebanyak 7 orang Ganis PHPL lengkap dengan informasi Nomor 

Register Ganis PHPL dengan masa berlakunya; 

6. Tersedia SOP Ketenagakerjaan, meliputi SOP Promosi dan SOP Manajemen Pengupahan. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.2.5 adalah BAIK (tetap) 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: BAIK dengan nilai mencapai  83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

6. Indikator 1.3 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI 

1. Verifier 1.3.1 : Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 tidak terdapat Perubahan Struktur Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) yang ditetapkan oleh Direktur Utama (Robert Siagian) dengan SK Nomor : 02/Dir/I/2016 

bulan Januari 2016. 
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Selain itu terdapat dokumen Job Description untuk masing-masing unit kerja organisasi 

perusahaan, sehingga tiap unit kerja akan melakukan kegiatan lapangan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing jabatan. 

Hasil telaah Bagan Struktur Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) lengkap dengan nama 

personil yang menjabat, maka diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah 

memberikan jabaatan kepada tenaga professional bidang kehuatanan (S1 Kehutanan dan Ganis 

PHPL) namun terdapat personil yang merangkap jabatan, yaitu Sdr. Sulaiman Umar sebagai 

Forest Sustainable dan Forest Prostection dan terdapat jabatan yang masih kosong yaitu CoC 

dan Nursery sehingga secara keseluruhan tidak mencerminkan kerangka PHPL, karena pada 

RKT Tahun 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki target pemanenan dan penanaman 

yang wajib dilaksanakan oleh personil yang ditugaskan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.1 adalah Sedang (turun) 

2. Verifier 1.3.2 : Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen daftar peralatan elektronik yang mendukung pelaksanaan 

Sistim Informasi Management (SIM) yang berada di Kantor Distrik Sei Pesab, namun keberadaan 

sarana tersebut belum optimal mendukung kegiatan administrasi kantor Distrik Sei Pesab dan 

karenanya masih dibantu oleh Kantor Region Kaltim (KM 38) dan Kantor Cabang di Samarinda, 

terutama pelaporan terkait dengan SIM milik Kementerian LHK, yang terdiri dari SEHATI, 

SIPONGI, SIPUHH/SIPNBP dan SIGANISHUT. 

Terdapat Surat Penunjukkan sebagai Personil yang bertanggungjawab untuk menjalankan SIM 

atas nama Yusuf Wibisono dengan jabatan Information Technology (IT) dan Operator Pelaksana 

SIM sesuai penunjukan dari Human Resource Nomor 033/SHJ-HRD/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016; 

dan surat penunjukan dari Distrik Plantation Head (Heru Riyanto) Nomor: 011/SHJ I-

PESAB/IX/2016 tanggal 13 September 2016 kepada Fahrizal Ramu sebagai Admin Officer/SAP 

(system application and produk) dan Elman Manglili sebagai Planning Koordinator/FMIS (forest 

management informastion system). 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.2 adalah Sedang (turun) 

3. Verifier 1.3.3 : Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

kepatuhan pengisiannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen SK Kepala Cabang PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I (Bpk. 

Nelroy) terkait penetapan petugas operator SIM milik Kementerian LHK sebagai berikut : 

1. Penetapan Petugas Operator SIPONGI IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I atas nama 

Sdri. Loly Adriana (Staf Fire PT SHJ I), sesuai Nomor : SK.004/SHJ.I-SMD/I/2021 tanggal 5 

Januari 2021; 

2. Penetapan Petugas Operator SEHATI IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I atas nama 

Sdr. Kuswanto (Staf Planning), sesuai Nomor : SK.009/SHJ.I-SMD/I/2021 tanggal 7 Januari 

2021; 

3. Penetapan Petugas Operator SIGANISHUT IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I atas 

nama Sdr. Sudarsono (License Section Head), sesuai Nomor : SK.017/SHJ.I-SMD/I/2021 

tanggal 20 Januari 2021; 

4. Penetapan Petugas Operator SIPUHH  IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, terdapat 

3 (tiga) Ganis PKB-R meliputi : 
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a. Sdr. Adryana, dengan Nomor Regiater : 04210008487 (berlaku dari 26 Feb 2021 s/d 26 Jan 

2023); 

b. Sdr. Fahrizal Ramu, dengan Nomor Regiater : 04210005918 (berlaku dari 27 Jan 2021 

s/d 27 Jan 2023); 

c. Sdr. Heru Riyanto, dengan Nomor Regiater : 04210008621 (berlaku dari 27 Jan 2021 

s/d 27 Jan 2023); 

Sesuai dengan hasil demo SIM milik Kemeterian LHK oleh operator SIPONGI, SEHATI, SIPUHH 

dan SIGANISHUT, maka diketahui bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir para operator yang 

ditugaskan telah patuh menyampaikan laporan setiap bulan, namun masih ditemui kekurang 

lengkapan dokumen yang harus di upload sehingga muncul penilaian dari Kementerian LHK 

yaitu KURANG PATUH dan CUKUP PATUH, yang tampil pada SIPONGI selama 1 tahun terakhir.  

Sedang SEHATI masih belum patuh karena masih banyak dokumen yang tidak terisi atau tidak 

sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK dan RKTUPHHK).  

Kemudian kode akses SIPUHH masih AKTIF walaupun tidak ada penerbitan LHP selama 1 tahun 

terakhir namun kode akses SIPNBP masih belum bisa dibuka (NON AKTIF), karena belum ada 

LHP yang diterbitkan. 

 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja veirifier 1.3.3 (baru) adalah Sedang 

4. Verifier 1.3.4 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 diketahui bahwa tidak ada perubahan nama pejabat yang ditetapkan menjadi  

Ketua Tim Internal Audit/SPI, yaitu Sdr. Saifudin ditunjuk sebagai Internal Auditor, berdasarkan 

SK. Human Resource Nomor: 027/SHJ-HRD/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016. 

Auditee memiliki dokumen acuan melaksanakan internal audit, yaitu SOP Internal Audit Division 

Dokumen SOP/SHJ I/IA-01 tanggal 06 Desember 2017, dan masih berlaku. 

Pada penilikan ke-4, tersedia Laporan Kinerja Internal Audit Tahun 2021, untuk ditelaah 

sejauhmana efektivitas kinerja SPI/Internal Audit yang telah ditetapkan bisa mengontrol seluruh 

kegiatan tahapan pembangunan hutan tanaman industri PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I. 

Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Kinerja SPI/Internal Audit PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, 

maka diketahui bahwa Kegiatan Internal Audit tahun 2021 belum berjalan efektif untuk 

mengontrol seluruh tahapan kegiatan karena sampai saat dilaksanakan penilikan ke-4 belum ada 

aktivitas kegiatan pemanenan sehingga kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman 

dan pemeliharaan belum berjalan sesuai target pada RKT Tahun 2020 dan Tahun 2021 (s/d 

Agustus 2021). 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.4 adalah SEDANG (tetap) 

Oleh 

5. 

Verifier 1.3.5 : Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Sesuai dengan hasil telaahan verifier 1.3.4 diatas maka diketahui bahwa kinerja SPI /Internal 

Audit PT SRH belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan tahapan 

pembangunan hutan tanaman industri. 

Tersedia dokumen Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang mencantumkan Tindakan Perbaikan dan 

Tindakan Pencegahan sesuai hasil temuan, yaitu hasil analisis finansial sesuai laporan keuangan 

yang diaudit oleh KAP (Laporan Keuangan Tahun 2019), dan kelanjutan pengurusan izin limbah 

TPS B3  pada tahun 2019, yang hingga penilikan ke-4 izin limbah TPS B3 belum diperoleh oleh 
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PIC Aspek Ekologi, yaitu Novia Angela M, yang ber-profesi sebagai tenaga Paramedis di 

perusahaan (infomarsi dari auditor Ekologi) 

   

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.3.5 adalah SEDANG (tetap)  

Nilai Kinerja Indikator 

1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai  66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

7. Indikator 1.4 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.4.1 : Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi kandungannya 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 berdasarkan dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 serta hasil wawancara 

dengan pendamping auditor prasyarat dari planning dan sosial (Sdr. Dedi Kurniawan dan Sdr. 

Sulaiman Umar) maka diketahui bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan 

hak-hak masyarakat setempat telah dilakukan konsultasi saja untuk mendapatkan persetujuan 

atas dasar informasi awal yang memadai, karena selama 1 (satu) tahun terakhir masih belum 

bisa melakukan pertemuan dengan pengurus dan tokoh Desa Miau Baru karena adanya pandemi 

Covid 19. 

Dokumen sosialisasi RKT Tahun 2021 berupa Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi 

Masyarakat tentang Pelaksanaan FPIC/Padiatapa IUPHKK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya I di 

Desa/Kampung/Dusun Miau Baru Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur Prov Kalimantan Timur, 

tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Pelaksana FPIC dan Kepala Desa Miau Baru (tidak 

ada Daftar Hadir).   

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.1 adalah Sedang (tetap) 

2. Verifier 1.4.2 : Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen sosialisasi RKT Tahun 2021 berupa Catatan Pertemuan 

Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat tentang Pelaksanaan FPIC/Padiatapa IUPHKK-HTI PT 

Sumalindo Hutani Jaya I di Desa/Kampung/Dusun Miau Baru Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur 

Prov Kalimantan Timur, tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Pelaksana FPIC dan Kepala 

Desa Miau Baru (tidak ada Daftar Hadir). 

Terdapat data Budget CSR Tahun 2021 pada Distrik Sei Pesab dengan total anggaran Rp. 

34.810.000,- untuk 5 (lima) program meliputi : 1) Usaha Prduktif & Ekonomi Kreatuf, 2) 

Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Sosial dan Budaya, dan 5) Infrastruktur; yang merupakan anggaran 

dari CSR Tahun 2020 yang tidak ter-realisasi. 

Terdapat Laporan Kegiatan PMDH Semester 2 Tahun 2020 (Juli s/d Desember) dan Semester 

1 Tahun 2021 (Januari s/d Juni), dimana pada Bab. Kesimpulan dan Saran disampaikan bahwa 

kegiatan PMDH semester 2 tahun 2020 belum di realisasikan karena masih dalam kondisi 

pandemi Covid-19, sedang pada laporan semester 1 tahun 2021 hanya sebagian kecil yang ter-

realisasi yaitu bantuan untuk program anyaman sebesar Rp.900.000.  

Sehingga persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada masyarakat desa binaan 

(Desa Miau Baru dan Desa Trans Suka Maju) yang terkena dampak operasional PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit I, masih sebagian yaitu Desa Miau Baru saja (minimal 50 %) dan sampai dengan 
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bulan Agustus 2021 diketahui realisasi dana CSR baru Rp. 900.000,- (2,58 % dari Budget CSR 

Tahun 2021). 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.2 adalah SEDANG (tetap). 

3. Verifier 1.4.3 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen sosialisasi RKT Tahun 2021 berupa Catatan Pertemuan 

Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat tentang Pelaksanaan FPIC/Padiatapa IUPHKK-HTI PT 

Sumalindo Hutani Jaya I di Desa/Kampung/Dusun Miau Baru Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur 

Prov Kalimantan Timur, tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat oleh Pelaksana FPIC dan Kepala 

Desa Miau Baru (tidak ada Daftar Hadir).    

Terdapat Berita Acara Patroli Bersama Dan Sosialisasi Kawasan Lindung tertanggal 15 Agsutus 

2021 yang masih menemukan aktifitas masyarakat setempat yang melakukan pembakaran lahan 

untuk membuka ladang dan juga melakukan perburuan satwa, dengan demikian tujuan 

sosialisasi Kawasan lindung di PT Sumalindo Hutani Jaya I belum berjalan efektif. 

Dengan demikian pencapaian nilai kinerja PHPL verifier 1.4.3 adalah SEDANG (tetap) 

 

Nilai Kinerja Indikator 

1.4. 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI 

 

2. Indikator 2.1:  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari  

1. Verifier 

2.1.1 

: Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki dokumen rencana jangka panjang dengan keberadaan dokumen 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk 

Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Sumalindo Hutani Jaya 

Di Provinsi Kalimantan Timur. RKUPHHK-HTI telah disetujui oleh Menteri Kehutanan RI melalui Surat 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.6145/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 November 2020. RKUPHHK-HTI PT 

Sumalindo Hutani Jaya I berlaku sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 31 Desember 

2029. Berdasarkan rencana jangka panjang ini diketahui PT Sumalindo Hutani Jaya I menerapkan 

sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan, dengan jenis tanaman yang dikembangkan Acacia 

mangium dan Eucalyptus pellita. 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 masih mengacu kepada rencana jangka panjang RKUPHHK-HTI periode 

2010-2019. RKUPHHK-HTI telah disetujui oleh Menteri Kehutanan RI melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor : SK. 85/VI-BPHT/2010 tanggal 16 Agustus 2010, keputusan berlaku selama 10 

(sepuluh) tahun sejak tanggal ditetapkan atau berlaku sampai tanggal 15 Agustus 2020.  
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2. Verifier 

2.1.2 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya I telah melaksanakan penataan areal kerja RKTUPHHK-HTI 2021. Terdapat 

bukti pelaksanaan dengan adanya dokumen Berita Acara Penataan Areal Kerja RKT 2021, No. 01/SHJ-

1/PS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang melampirkan Peta Realisasi Penataan Areal Kerja. 

PT Sumalindo Hutani Jaya I merencanakan melaksanakan penataan pada areal kerja RKT 2021 seluas 

3.205 hektar. Berdasarkan tata ruang HTI urutan blok dalam RKUPHHK areal tersebut berada di blok 

I seluas 1.515 hektar dan blok II 1.693 hektar. Sesuai RKUPHHK-HTI, tahun 2021 PT Sumalindo 

Hutani Jaya I seharusnya bekerja pada urutan blok II. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian 

dalam implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang pada sebagian 

arealnya yaitu di blok I sebesar 47%. 

3. Verifier 

2.1.3 

: Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : D 

Nilai : Baik  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen Berita Acara Penataan Areal Kerja RKT 2021, No. 01/SHJ-1/PS/III/2021 tanggal 4 

Maret 2021 beserta lampiran Peta Realisasi Penataan Areal Kerja. Berdasarkan dokumen ini 

diketahui PT Sumalindo Hutani Jaya I telah melaksanakan penataan areal kerja dengan kegiatan 

yang meliputi pemasangan plang RKT 2021, pemasangan patok kompartemen, pemeliharaan batas 

kawasan lindung dan penandaan batas blok tebangan.  

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan secara purposive sampling, plang nama batas blok dan 

pal/patok petak tebangan seluruhnya dapat diverifikasi di lapangan dengan tanda-tanda yang jelas 

tentang identitas Plang dan patok batas, serta letak geografis sesuai dengan peta kerja. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

3. Indikator 2.2 :  

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

1. Verifier 

2.2.1 

: Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, 

Risalah Hutan) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat data potensi tegakan hasil PreHarvest Inventory tahun 2018 yang dilakukan terhadap 

tegakan Eucalyptus tanaman tahun 2013 dan 2014 dengan total luas 234,7 hektar.  Berdasarkan hasil 

inventarisasi tersebut diperoleh data potensi sebesar 58,77 m3/ha.  Laporan Inventarisasi Temporary 

Sample Plot/PreHarvest Inventory dilengkapi dengan Peta Sebaran TSP/PHI. Pada operasional tahun 

2019 dan 2020 tidak terdapat kegiatan survei potensi yang dilakukan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya 

I sehingga tidak terdapat data potensi dalam dua tahun terakhir. Dengan demikian PT Sumalindo 

Hutani Jaya I hanya memiliki sebagian data potensi hasil inventarisasi. 

2. Verifier 

2.2.2 

: Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume) 

Bobot : CD 
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Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 2019 berdasarkan 

penyebaran jenis tanaman pokok per satuan lahan. Pada pengukuran PSP periode tahun 2019 ini 

dilakukan terhadap tanaman Eucalyptus pellita umur 1 tahun (tanaman tahun 2018), tidak terdapat 

tanaman berumur 2 sampai 5 tahun yang seharusnya menjadi obyek pengukuran PSP tahun 2019. 

Berdasarkan laporan tersebut diketahui tanaman berumur 1 tahun memiliki Current Average 

Increment (CAI)=12 m3/Ha/tahun. 

Laporan PUP terakhir tahun 2019 telah disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan 

dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan C.q. Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Hutan, berdasarkan surat Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya I nomor 02/HTI-

PMD/SHJ1/KLTM/PSP/I/2020 bulan Januari 2020. 

Namun demikian belum terdapat bukti yang menunjukkan hasil pengukuran riap digunakan sebagai 

dasar dalam penghitungan rencana panen. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai  66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

4. Indikator 2.3 :  

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

 

1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya I menerapkan sistim silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan 

(THPB) dan telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) seluruh tahapan Silvikultur 

THPB yang meliputi:  

1. Penataan Areal Kerja:  SOP Tata Batas Areal Kerja, nomor : SOP/SHJ I/P-01 Terbitan ke 

2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018. WI Penyusunan Rencana Kompartemenisasi, 

nomor WI/SHJ I/P – 04 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018. 

2. Risalah Hutan: SOP Inventarisasi Hutan Tanaman Industri (Temporary Sample Plot), 

nomor: SOP/SHJ I/P-18 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018 

3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH): SOP Perencanaan Pembukaan Wilayah Hutan, nomor: 

SOP/SHJ I/P-10 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal tanggal 01 Oktober 2018. SOP Road, 

nomor: SOP/SHJ I/P-23 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018. 

4. Pengadaan Bibit: PT SHJ I tidak memproduksi bibit, bibit didatangkan dar PT Surya Hutani 

Jaya dengan Perjanjian Jual Beli Benih/Bibit Nomor: 005/SP/SRH-SHJ/LKT/II/2013 tanggal 

01 Februari 2013 antara PT Surya Hutani Jaya dan PT Sumalindo Hutani Jaya berlaku 

sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 

5. Penyiapan Lahan: WI Persiapan Lahan Tanpa Bakar Buka Jalur No. WI/SHJ I/PNP-01 

Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018. WI Persiapan Lahan Tanpa Bakar 

Sebar Seresah No. WI/SHJ I/PNP-02 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018. 

6. Penanaman: SOP Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis Acacia sp dan 

Eucalyptus sp, nomor : SOP/SHJ I/PNP-06 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 

2018. 

7. Pemeliharaan Tanaman: SOP Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis Acacia 

sp dan Eucalyptus sp, nomor : SOP/SHJ I/PNP-06 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 

Oktober 2018 

8. Pemanenan: SOP Harvesting HTI Dryland, nomor : SOP/SHJ I/PNP-11 Terbitan ke 2, 

Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018 
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9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan: SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, nomor 

: SOP/SHJ I/FP-28 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 tanggal 01 Oktober 2018. 

Isi SOP-SOP tersebut sesuai dengan pedoman dan ketentuan teknis. Pada periode audit ini PT 

Sumalindo Hutani Jaya I melaksanakan sebagian tahapan sistem silvikultur THPB pada kegiatan 

Penataan Areal Kerja dan Pengamanan hutan. Kedua kegiatan ini telah mengimplementasikan SOP 

hanya sebagian. 

 

2. Verifier 2.3.2 : Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT. Sumalindo Hutani Jaya I melaksanakan inventarisasi Temporary Sample Plot (TSP)/PreHarvest 

Inventory (PHI) pada tahun 2018. Hasil rekapitulasi inventarisasi TSP/PHI pada tanaman tahun 

2013 dengan jenis Eucalyptus pellita didapatkan potensi rata-rata 82,52 m³/ha.  

Dengan potensi tersebut PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki potensi tegakan masak tebang 

dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 

m3/ha). 

3. Verifier 2.3.3 : Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya I melaksanakan assessment terhadap hasil tanaman untuk mengetahui 

tingkat kecukupan potensi permudaan di areal kerjanya. Berdasarkan Laporan Bulanan Plantation 

Assessment Team (PAT) Periode Januari - Desember 2019, didapatkan persen tumbuh 95% pada 

permudaan tanaman Eucalyptus umur 12 bulan, 99,7% permudaan tanaman umur 6 bulan dan 

103,3% untuk tanaman umur 2 bulan. Sehingga rata-rata persen tumbuh dari ketiga umur tanaman 

tersebut adalah 99,33%. 

Dengan demikian terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin 

terjadinya kelestarian pemanenan 99,33% dari jumlah tanaman per hektar dengan jarak tanaman 

3 m X 2,5 m. 

4. Verifier 2.3.4 : Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan data Hectarage Statement bulan Juli 2021 diketahui luas tanaman yang ada saat ini 

5.831,46 hektar merupakan tanaman sejak tahun 1988 hingga 2019. PT Sumalindo Hutani Jaya I 

menerapkan sistem silvikultur THPB dengan daur 5 tahun. Saat ini terdapat tanaman yang masuk 

dalam kelas umur 1 sampai dengan 5 tahun, merupakan tanaman Eucalyptus pellita tahun 2018 

dan 2019 seluas 54,5 ha.  

Struktur tegakan didominasi oleh tanaman yang sudah masak tebang seluas 5.776,96 hektar, 

tegakan ini terdiri jenis Acacia mangium, Eucalyptus pellita dan jenis lain hasil tanaman tahun 2014 

dan sebelumnya. Dengan demikian terdapat tiga kelas umur tanaman Eucalyptus pellita tahun 

2018, 2019 dan masak tebang.  

Kelas Umur  

thn 

Total Tanaman 

Ha Kemerataan Relatif 

0 - 1 0 0% 

1 - 2 30,80 0,53% 

2 - 3 23,70   0,41% 
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3 - 4 0 0% 

4 - 5 0 0% 

Masak Tebang 5.776,96 99,06% 

Berdasarkan data-data tersebut disimpulkan dalam areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya I hanya 

memiliki tiga kelas umur tegakan, namun penyebarannya merata (>80)% pada areal tanaman 

budidaya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 71,43 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

5. Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan  

 

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan, terdapat 

dua SOP yang mendukung yaitu:  

1. SOP REDUCE IMPACT LOGGING (RIL) Nomor SOP/SHJ I/PNP-03 tanggal 1 Oktober 

2018 terbitan ke 2, revisi ke 1 

2. SOP Harvesting HTI Dryland, nomor: SOP/SHJ I/PNP-11 Terbitan ke 2, Revisi ke 2 

tanggal 01 Oktober 2018.  

Berdasarkan tinjauan terhadap isi kedua SOP tersebut menunjukkan kesesuaian dengan 

karakteristik biofisik setempat.  

Dalam periode audit ini tidak terdapat kegiatan pemanenan di PT Sumalindo Hutani Jaya I. 

Sehingga tidak dapat dilakukan penilaian untuk mengetahui tingkat implementasi SOP-SOP 

tersebut pada kegiatan pemanenan.  

2. Verifier 2.4.2 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : CD 

Nilai : N/A  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam periode tahun RKT 2020 dan 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya I tidak melaksanakan 

kegiatan pemanenan. Dengan tidak adanya kegiatan pemanenan maka tidak melakukan 

pengukuran limbah pemanfaatan hutan.  

Dengan demikian verifier ini tidak dapat diterapkan (Not Applicable) 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai  66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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6. Indikator 2.5 :  

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

 

1. Verifier 2.5.1 : Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana 

kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self 

approval). 

Bobot : CD 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya I yang disusun berdasarkan 

RKUPHHK-HTI periode 2020-2029. RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah disahkan secara self 

approval oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya I melalui Surat Keputusan Nomor: 

SK.001/RKT-SHJ I/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.  Buku RKTUPHHK-HTI dilengkapi dengan 

Peta Rencana Pemanenan, TPn TPK dan Penggunaan Jalan Skala 1:50.000 dan Peta Rencana 

Penanaman Skala 1:50.000.  Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 

Januari 2021. 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat peta kerja PT Sumalindo Hutani Jaya I yang sama dengan peta lampiran RKTUPHHK-HTI 

2021. Peta ini telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ 

dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Areal kawasan lindung yang 

terdiri dari Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa Liar dan Kawasan Perlindungan Plasma 

Nutfah ditandai dengan gambar warna merah. Sedangkan areal untuk budidaya tanaman ditandai 

dengan warna kuning.  

Hasil perbandingan peta RKTUPHHK dengan peta RKUPHHK-HTI menunjukkan adanya  

kesesuaian tata ruang. 

3. Verifier 2.5.3 : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya I telah melaksanakan penandaan batas blok beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumen Berita Acara 

Penataan Areal Kerja RKT 2021 Nomor 01/SHJ-I/PS/III/2020, 4 Maret  2021. Berdasarkan 

dokumen ini telah dilaksanakan Pemasangan plang RKT 2021, pemasangan patok kompartemen, 

pemeliharaan batas kawasan lindung dan penandaan batas blok tebangan. Penandaan batas baru 

dilaksanakan pada sebagian areal kerja, dengan pencapaian 60%.  

Observasi lapangan menunjukkan adanya Plang Batas Blok RKT berupa pelat seng berwarna dasar 

kuning dan tulisan hitam, ukuran plang 120 X 80 cm, pal batas blok terbuat dari pipa paralon 3 

inci berwarna putih dengan tulisan warna merah, tanda kawasan lindung berupa polet cat warna 

merah, pelat seng warna dasar kuning, tulisan warna hitam. Pemeriksaan letak geografis plang 

dan patok batas petak di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan peta.  

4. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek  
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Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan laporan pelaksanaan RKTUPHHK pada Hutan Tanaman Industri Bulan Desember 

2020 diperoleh data rencana pemanenan tahun 2020 seluas 102 hektar dengan volume 7.576,29 

m3 tidak dapat direalisasikan, Sedangkan pada laporan bulan Juli 2021 menunjukkan adanya 

rencana pemanenan seluas  1.538  hektar dengan volume 62.445,10 m3, juga belum ada realisasi. 

Dengan demikian tebangan pada RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan tahun 2021 sampai dengan 

bulan Juli tidak melebihi luas yang direncanakan, dan realisasi volume tebangan kurang dari 70%. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: BAIK dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

7. Indikator 2.6 :  

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

 

1. Verifier 

2.6.1 

: Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 beserta Laporan 

Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Y. SANTOSA DAN REKAN Nomor: 

00086/2.0902/AU.1/01/0046-1/1/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.  

Hasil verifikasi dokumen tersebut menunjukkan bahwa: 

- Pendapat/catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir 31 

Desember 2020 adalah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, 

- Kondisi financial PT Sumalindo Hutani Jaya I ditandai dengan parameter: 

- Likuiditas  =  33%,  

- Solvabilitas  = 121% dan  

- Rentabilitas  =   -1% (negatif) 

2. Verifier 

2.6.2 

: Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai 

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 

publik). 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Laporan Keuangan PT Sumalindo Hutani Jaya I tahun 2020 yang telah diaudit, terdapat 

realisasi alokasi dana sebesar 97% atau >80% dari yang direncanakan. Rencana dan realisasi alokasi 

dana adalah sebagai berikut. 

             dalam jutaan rupiah 

Kegiatan Rencana Realisasi 

Perencanaan 85 110 

Pengadaan Bibit 0 0 

Penanaman 0 0 

Pemeliharaan Hutan 0 0 
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Pengendalian Kebakaran 483 561 

Kewajiban Kepada Negara 370 348 

Kewajiban Kepada Lingkungan dan 

Sosial 

45 51 

Sarana dan Prasarana 44 50 

Pendidikan dan Latihan 0 0 

Research and Development 0 0 

Biaya Adm. Umum dan Lain-lain  1.705 1.517 

Jumlah 2.731 2.636 

Persentase alokasi dana 97% 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya I tidak mengalokasikan dana 

serta tidak ada pengeluaran biaya untuk kebutuhan kelola hutan yang seharusnya seperti pengadaan 

bibit, penanaman, pemeliharaan hutan, serta pendidikan dan latihan. Sedangkan di dalam RKTUPHHK-

HTI tahun 2020 terdapat rencana kegiatan tersebut.  

Pada tahun 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya I juga tidak mengalokasikan dana serta tidak ada 

pengeluaran biaya untuk kebutuhan kelola hutan yang seharusnya seperti pengadaan bibit, penanaman, 

pemeliharaan hutan, pendidikan dan latihan, serta biaya sarana dan prasarana. Sedangkan di dalam 

RKTUPHHK-HTI tahun 2021 terdapat rencana kegiatan tersebut. 

3. Verifier 

2.6.3 

: Realisasi alokasi dana yang proporsional 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020 PT Sumalindo Hutani Jaya I yang telah diaudit terdapat 

alokasi dana terbesar pada kegiatan Perencanaan 93%, sedangkan realisasi alokasi dana terendah pada 

biaya kegiatan Pengendalian Kebakaran 84 %. Sehingga alokasi dana untuk bidang kegiatan yang 

direncanakan termasuk proporsional dengan perbedaan sebesar 12 %.  

Namun alokasi dana tidak proporsional terjadi pada tahap perencanaan. PT Sumalindo Hutani Jaya I 

tidak mengalokasikan dana serta tidak ada pengeluaran untuk kebutuhan kelola hutan seperti pengadaan 

bibit, penanaman, pemeliharaan hutan, serta pendidikan dan latihan. Sedangkan di dalam RKTUPHHK-

HTI tahun 2020 terdapat rencana kegiatan tersebut. 

Pada tahun 2021 PT Sumalindo Hutani Jaya I juga tidak mengalokasikan dana serta tidak ada 

pengeluaran untuk kebutuhan kelola hutan yang seharusnya seperti pengadaan bibit, penanaman, 

pemeliharaan hutan, pendidikan dan latihan, serta biaya sarana dan prasarana. Sedangkan di dalam 

RKTUPHHK-HTI tahun 2021 terdapat rencana kegiatan tersebut. 

4. Verifier 

2.6.4 

: Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Laporan Keuangan PT Sumalindo Hutani Jaya I tahun 2020 yang telah diaudit  didapatkan 

data realisasi alokasi dana pengelolaan hutan terealisasi sebesar 97% dari yang direncanakan. Hal 

menunjukkan bahwa pendanaan operasional untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar. Namun 

bila ditinjau dari jenis kegiatan yang laksanakan, realisasi pengeluaran biaya tersebut hanya untuk 

sebagian kegiatan pengelolaan hutan, sehingga secara keseluruhan tidak sesuai dengan tata waktu. 

5. Verifier 

2.6.5 

: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 
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Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya I tidak merealisasikan kegiatan penanaman pada tahun 2020 dan 2021 sampai 

dengan bulan Juni.  Namun berdasarkan neraca tanam sampai dengan akhir bulan Juni 2021 telah 

terdapat tanaman dengan luas 5.831,46 ha dari luas areal budidaya 9.490,74 ha berdasarkan tata ruang 

RKU. Dalam perkembangannya luas areal budidaya mengalami pengurangan karena adanya klaim lahan 

yang belum terselesaikan dan moratorium pada areal belukar tua. Dengan pengurangan ini areal efektif 

yang bisa dikelola menjadi 4.500,07 hektar. Pada areal efektif yang bisa dikelola ini terdapat tanaman 

HTI seluas 3.681,37 hektar, masih terdapat 818,66 hektar areal efektif yang belum ditanami. 

Berdasarkan uraian tersebut maka PT Sumalindo Hutani Jaya telah menanamkan modalnya pada areal 

efektif yang bisa dikelola sebesar 82%. 

6. Verifier 

2.6.6 

: Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : CD 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Laporan Bulanan Kegiatan RKTUPHHK-HTI Periode Desember tahun 2020 dan Periode Juni 

2021, berdasarkan laporan ini didapatkan data realisasi fisik kegiatan penanaman / pembinaan hutan 

sebagai berikut:  

No. Jenis 

Kegiatan 

Sa-

tuan 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Ren-

cana 

Real- 

isasi 

Persen Ren-cana Real- 

isasi 

Persen 

1 Pengadaan 

Bibit 

Btg 480.000 0 0 5.128.000 0 0 

2 Penyiapan 

Lahan 

Ha 300  0 0  3.205   0  0 

3 Penanaman 

Tanaman 

Pokok  

Ha 300 0 0 3.205 0 0 

Sumber: Laporan Pelaksanaan RKTUPHHK Bulan Desember 2020 dan Bulan Juni 2021 PT Sumalindo 

Hutani Jaya I.  

Berdasarkan tabel tersebut PT Sumalindo Hutani Jaya I pada tahun 2020 dan 2021 sampai dengan bulan 

Juni tidak merealisasikan kegiatan fisik penanaman tanaman budidaya IUPHHK-HTI. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: BURUK dengan nilai mencapai 52,38 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI 

8. Indikator 3.1 :  

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode setahun terakhir, terdapat dokumen perencanaan terbaru berupa Dokumen 

RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I Tahun 2020 (Periode 2020 – 2029) yang 

didalamnya turut mengubah luas kawasan lindung. Kawasan lindung PT Sumalindo Hutani Jaya 

Unit I tersebut memiliki luas total 1.485,66 Ha yang terdiri dari Sempadan Sungai (913,32 Ha), 

KPPN (454,75 Ha), dan KPSL (117,60 Ha). Perubahan alokasi luas kawasan lindung PT SHJ I 

didasarkan adanya program ISFMP (Integrated Sustainable Forest Management Plan) dan 

menyeimbangkan luasan kawasan lindung agar lebih dari 10% dari luas areal. Alokasi luas 

kawasan lindung diatas juga telah ditetapkan melalui penerbitan SK Manajemen PT Sumalindo 

Hutani Jaya (Unit I) No. 002/SK-SHJ I/I/2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) seluas 1.485,66 Ha. 

Berdasarkan sampling uji petik pada KPPN (1˚14’22,65”N 117˚2’20,286”E), diketahui bahwa 

areal ini sudah tidak berpenutupan berhutan dan telah diokupasi oleh masyarakat dengan 

ditanami sawit. Pada outlet Sungai Pesab (1˚13’18,774” N 117˚4’29,758” E); Inlet Anak Sungai 

Miau (1˚16’0,102” N 117˚2’1,937” E); dan KPSL (1˚14’6,516” N 117˚4’38,531” E), areal 

berpenutupan mayoritas belukar tua dan beberapa jenis tegakan cepat tumbuh kerapatan jarang. 

Sementara itu, berdasarkan data monitoring konflik per Agustus 2021, masih terdapat konflik 

lahan berupa perambahan di areal kawasan lindung seluas 332,37 Ha (22,37% dari luas kawasan 

lindung). Hal ini mengindikasikan bahwa areal kawasan lindung PT SHJ I pada dasarnya masih 

rawan terdapat gangguan hutan yang menyebabkan terganggunya kondisi biofisik sehingga tidak 

sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya.  

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil deliniasi peta kawasan lindung oleh tim planning PT SHJ I, diketahui panjang 

batas total kawasan lindung PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I adalah 122 km. Meskipun begitu, 

kegiatan penandaan batas kawasan lindung PT SHJ I didasarkan kepada rencana tahunan sesuai 

RKT. Sampai dengan RKT 2021, target penandaan batas kawasan lindung PT SHJ I sebesar 

15,80 km. Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan 

kegiatan penandaan batas kawasan lindung sebesar 2,1 km. Total kawasan lindung yang telah 

ditandai dan ditata batas sampai dengan Penilikan Ke-4 (2021) adalah sebesar 8 km (50,63% 

dari rencana penandaan batas kawasan lindung).  

Berdasarkan hasil uji petik kawasan lindung pada Sempadan Sungai Anak Sungai Miau 

(1˚15’53,644” N 117˚2’4,628” E), batas kawasan lindung dibuat dengan polet warna merah pada 

tegakan setinggi DBH dengan interval penandaan setiap 20 – 25 meter. Hal ini telah sesuai 

dengan SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ I/FS-44, Tanggal Terbit 1 Maret 2018, 

Rev. 1). 

3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2020 (Mozaik 

Sentinel 2-A T50NMG dan T50NNG Band 432 liputan tanggal 4 Juni 2020 dan tanggal 7 Mei 

2020 skala 1: 50.000) yang dibuat oleh PT Tunas Inti Binangun. Peta ini juga disertai dengan 

Surat Pernyataan Kebenaran Informasi Penafsiran Citra Satelit tanggal 13 Juli 2020 yang ditanda 

tangani dan distempel bermaterai oleh Direktur PT Tunas Inti Binangun An. Hardjito (Direktur). 

Berdasarkan hasil overlay antara peta citra satelit dengan peta kawasan lindung, penutupan areal 

kawasan lindung PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I terdiri dari belukar tua seluas 530,21 Ha 

(35,06%); hutan tanaman seluas 416,79 Ha (28,05%); belukar muda dan semak 301,99 Ha 

(20,33%); tanah terbuka 207,55 Ha (13,97%); dan areal yang tidak teridentifikasi karena tertutup 

awan seluas 29,12 Ha (1,96%). Dari kondisi tersebut, dengan mengesampingkan areal tertutup 

awan, kawasan lindung yang masuk kategori berhutan sekitar 63,11% berupa hutan tanaman 

dan belukar tua, sedangkan areal tidak berhutan sebesar 34,3% berupa belukar muda, semak, 

dan tanah terbuka. Areal belukar tua masih dikategorikan berhutan karena masih terdapat 

beberapa tegakan pohon meskipun dengan kerapatan jarang serta PT SHJ I memiliki konsep 

HCS (High Carbon Stock) yang mengklasifikasikan areal berhutan sesuai dengan biomassa 

karbon dimana belukar tua memiliki biomassa karbon sekitar 35 – 75 ton/ha. 

Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada kawasan lindung pada KPPN (1˚14’22,65” N 

117˚2’20,286” E), diketahui areal ini sudah tidak berpenutupan berhutan dan ditanami sawit oleh 

masyarakat. Pada outlet Sungai Pesab (1˚13’18,774” N 117˚4’29,758” E) dan inlet Anak Sungai 

Miau (1˚16’0,102” N 117˚2’1,937” E), penutupan areal didominasi belukar tua dengan beberapa 

jenis tegakan cepat tumbuh kerapatan jarang. Dalam upaya menghutankan kembali areal 

kawasan lindung, PT SHJ Unit I telah melakukan rehabilitasi areal kawasan lindung sebesar 100 

bibit yang mencakup areal 1 Ha. Jenis-jenis yang ditanam meliputi Kemiri, Mangga, dan Beringin.   

4. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka 

verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : D 

Nilai : N/A 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal 

ekosistem gambut, sehingga sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak 

diterapkan (Not Applicable). 

5. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Secara administrasi tata wilayah, terdapat 7 (tujuh) desa di Kecamatan Kongbeng yang dekat 

dengan areal konsesi PT SHJ I. Desa-desa tersebut kemudian diklasifikasikan dalam Ring I dan 

Ring II. Desa Ring I berbatasan dengan areal konsesi, sedangkan Desa Ring II disekitar areal 

konsesi. Dalam rangka mendapatkan pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung, selama 

periode 1 tahun terakhir PT SHJ I melakukan sosialisasi terkait kawasan lindung pada masyarakat 

Miau Baru. Sosialisasi ini menghasilkan output berupa dokumen FPIC (Free, Prior, and Informed 

Consent) yang berisi mengenai kesepakatan-kesepakatan bersama masyarakat (termasuk di 

dalamnya kesepakatan terkait kawasan lindung). PT SHJ I juga telah melakukan sosialisasi 

kawasan lindung secara insidentil kepada masyarakat secara perorangan saat patroli.  

Sementara itu, untuk mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari karyawan, PT SHJ I telah 

menerbitkan Komitmen FCP (Forest Conservation Policy) yang didalamnya memuat komitmen 

perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan operasional pada kawasan HCV (High Conservation 

Value) dan HCS (High Carbon Stock). Disamping itu, PT SHJ I telah membuat Keputusan 

Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) No. 002/SK-SHJ I/I/2021 Tentang Penetapan 

Kawasan Lindung PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Seluas 1.485,66 Ha. Dengan diterbitkannya 
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kedua keputusan ini, sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban karyawan dalam mematuhi 

aturan yang berlaku di perusahaan sehingga secara otomatis telah terdapat persetujuan dari 

karyawan terkait keberadaan kawasan lindung pada areal PT SHJ Unit I.  

Berdasarkan Data Monitoring Konflik Berdasarkan Tata Ruang per Agustus 2021 dengan 

didukung observasi kondisi aktual di lapangan, masih terdapat konflik lahan di areal kawasan 

lindung seluas 332,37 Ha (22,37% dari luas kawasan lindung). Hal ini mengindikasikan bahwa 

belum setiap pihak mengakui keberadaan kawasan lindung, karena bentuk pengakuan juga 

tercermin dari tindakan/aksi pihak tersebut terhadap kawasan lindung. Selain itu, keterwakilan 

desa yang dilakukan sosialisasi masih kurang dari kecukupan karena belum setiap desa 

memperoleh sosialisasi dari PT SHJ I. 

6. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL  

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pengelolaan kawasan lindung PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah termuat dalam 

Standard Operating Procedure Pengelolaan Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ I/FS-044, Rev. 2, 

Tgl Terbit 05-11-2018). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 

melakukan beberapa kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan didokumentasikan dalam 

laporan, seperti: 1) Laporan Bulanan Pengamanan Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya (tersedia 

periode 12 bulan terakhir); 2) Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

(tersedia periode 12 bulan terakhir); 3) Laporan RKL-RPL Semester II 2020 dan Semester I 

2021; 4) Laporan Tahunan Monitoring dan Implementasi Satwa Vegetasi PT Sumalindo Hutani 

Jaya I Tahun 2021; 5) Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV dan HCS PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I Pesab) Tahun 2020; 6) Berita Acara Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai 

Pesab 2021 No. 01/SHJ-PSB/PS/BA/08/2021 Tanggal 26 Agustus 2021; dan sebagainya. 

Meskipun begitu ketersediaan laporan hanya berfokus pada Sempadan Sungai Pesab dan belum 

tersedia laporan terkait pengelolaan KPPN, KPSL, dan Sempadan Sungai Miau.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

9. Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HTI PT SHJ I Tahun 2020 (Periode 2020 – 2029), potensi 

gangguan hutan di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I diantaranya: 1) Gangguan hama, 

penyakit, dan gulma; 2) Bahaya kebakaran hutan; 3) Perburuan satwa liar; 4) Pencurian dan 

perusakan tegakan hutan tanaman; 5) Penebangan liar di areal konservasi; dan 6) Tekanan 

terhadap lahan (konflik lahan). 

Dalam upaya mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan hutan tersebut, PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit I telah membuat beberapa prosedur/SOP terkait perlindungan dan pengamanan 

hutan. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan pada prosedur yang ada. 

Prosedur yang dimiliki telah secara jelas menerangkan mekanisme pencegahan dan/atau 

penanganan gangguan hutan dengan disertai rujukan terkait, diantaranya: 1) SOP Pengendalian 

Kebakaran Hutan (No. SOP/SHJ I/FP-01, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2 Tanggal 1 Maret 2017); 2) 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. SOP/SHJ I/FP-28, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2 

Tanggal 1 Maret 2017); 3) SOP Pengamanan Areal Kawasan Lindung (No. SOP/SHJ I/FP-026, 
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Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2 Tanggal 1 Maret 2017); dan 4) SOP Penyelesaian Konflik Lahan (No. 

SOP/SHJ I/FP-07, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2 Tanggal 10 Maret 2018). 

2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah 

SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 

Tahun 2016, IUPHHK-HTI dengan luas ≤20.000 Ha (luas PT SHJ I seluas 10.976 Ha) wajib 

memiliki 1 (satu) regu inti dalkarhutla atau 15 personil. Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi 

maupun peralatan regu disesuaikan untuk kebutuhan 1 regu inti (15 orang). 

Berdasarkan analisis daftar sarana prasarana dalkarhutla PT SHJ Unit I per Juli 2021, 

ketersediaan sarpras pribadi personil maupun sarpras regu dalkarhutla masih kurang dari 

ketentuan PermenLHK P.32 Tahun 2016, diantaranya seperti: helm safety tersedia 8 buah 

(kurang 7 buah); lampu kepala tersedia 8 buah (kurang 7 buah); sepatu pemadam tersedia 8 

buah (kurang 7 buah); baju pemadam tersedia 8 buah (kurang 7 buah); belum tersedia tenda 

dan alat evakuasi sederhana; dan sebagainya. Sementara itu, ketersediaan sarpras satpam sudah 

mencukupi kebutuhan diantaranya: seragam PDL satpam (24 buah), stik baton (12 buah), 

handcuff (8 buah), raincoat 1 buah, mess, pos jaga, meja dan kursi. 

Berdasarkan uji petik sarana prasarana dalkarhutla, diverifikasi bahwa masing-masing sarpras 

telah sesuai dengan daftar sarpras, seperti tersedia gudang sarpras dalkarhutla (1˚13’15,586” N 

117˚4’16,263” E); Papan Peringkat Bahaya Kebakaran (1˚13’15,932” N 117˚4’16,145” E); Poster 

larangan perburuan di Sungai Pesab (1˚13’18,774” N 117˚4’29,758” E); Menara Api 

(1˚12’47,341” N 117˚2’38,631” E); dan portal yang dilengkapi pos security (1˚13’8,617” N 

117˚4’14,303” E). 

3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni personil security dan 

personil dalkarhutla. Personil security PT SHJ I merupakan tenaga outsourcing dari PT Shield 

On Service, Tbk. Personil security PT SHJ I terdiri dari 1 orang chief leader dan 3 orang security 

officer. Belum setiap anggota satpam telah berkualifikasi dengan memiliki sertifikat kompetensi 

pelatihan pengamanan hutan (Gada Pratama).  

Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, IUPHHK-HTI dengan luas 

≤20.000 Ha (luas PT SHJ I seluas 10.976 Ha) wajib memiliki 1 (satu) regu inti dalkarhutla atau 

15 personil. Berdasarkan Struktur Organisasi Dalkarhutla PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, telah 

tersedia 2 regu inti dalkarhutla dengan jumlah total personil 9 orang, sehingga masih kurang 6 

personil regu inti dalkarhutla. Lebih lanjut, dari seluruh personil regu inti yang dimiliki, hanya 5 

personil yang telah memiliki sertifikat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Manggala 

Agni). Selanjutnya, untuk memperoleh dukungan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan dari masyarakat sekitar, PT SHJ I telah membentuk DMPA (Desa Makmur Peduli Api) pada 

Desa Miau Baru.  

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan serangkaian kegiatan perlindungan hutan, baik 

melalui metode preemtif, preventif, maupun represif. Metode preemtif dilakukan melalui kegiatan 
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 sosialisasi kawasan lindung dan pembentukan DMPA (Desa Makmur Peduli Api). Metode 

preventif dilakukan melalui pengadaan SOP, sarana prasarana perlindungan hutan, pembentukan 

personil perlindungan hutan, deteksi dini kebakaran hutan, monitoring tingkat bahaya kebakaran 

(Fire Danger Rating), penyediaan peta rawan kebakaran, pemasangan signboard perlindungan 

hutan, dan sebagainya. Sementara itu, metode represif dilakukan melalui penyampaian laporan 

bulanan perlindungan dan pengamanan hutan secara offline ke instansi terkait dan secara online 

melalui website Sipongi serta bekerjasama dengan BKO (Bantuan Kendali Operasi) dari pihak 

berwajib (TNI/Polri) dalam kegiatan patroli hutan.  

Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat gangguan hutan berupa perambahan oleh 

masyarakat, baik di kawasan lindung maupun kawasan produksi. Konflik di areal kawasan lindung 

mencakup 332,37 Ha (22,37% dari luas kawasan lindung). Upaya-upaya perlindungan hutan oleh 

PT SHJ I masih belum optimal dalam menangani kasus perambahan yang terjadi, seperti 

intensitas sosialisasi perlindungan hutan masih kurang; frekuensi patroli pengamanan hutan dan 

jangkauan areal patroli masih kurang mewakili; serta ketersediaan sarana prasarana dan SDM 

perlindungan masih belum mencakup kebutuhan.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

10. Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen AMDAL (1995), jenis dampak besar dan penting terkait dampak tanah 

dan air yang potensial terjadi di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I meliputi: 1) Peningkatan 

laju erosi tanah; 2) Perubahan kesuburan tanah; dan 3) Perubahan Kualitas Udara.   

Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan maupun penambahan terhadap 

prosedur (SOP) pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. SOP yang ada telah 

mencakup seluruh teknis pengelolaan dan pemantauan sesuai jenis dampak besar dan penting 

yang potensial terjadi di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I. Beberapa SOP yang tersedia 

diantaranya : 1) SOP Pemantauan Erosi Tanah (No. SOP/SHJ I/FS-19, Rev. 1 Tanggal 10 Maret 

2018); 2) SOP Pengelolaan Pestisida dan Limbah B3 di HTI (No. SOP/SHJ I/FS-18, Rev. 1 Tanggal 

10 Maret 2018); 3) SOP Pemantauan Kualitas Udara dan Emisi Gas Buang (No. SOP/SHJ I/FS-

21, Rev. 1 Tanggal 10 Maret 2018); 4) SOP Pemantauan Hidrologi (No. SOP/SHJ I/FS-20, Rev. 

1 Tanggal 10 Maret 2018); 5) SOP Pemantauan Kesuburan dan Pencemaran/Kerusakan Tanah 

Dalam Kegiatan HTI (No. SOP/SHJ I/R&D-04, Rev. 0 Tanggal 20 Mei 2016); 6) SOP Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (No. SOP/SHJ I/FS-14, Rev. 1 Tanggal 10 Maret 2018); 

dan 7) SOP Pengendalian Erosi Tanah dan Air (No. SOP/SHJ I/FS-39 Rev. 0, Tanggal 7 Agustus 

2019).  

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, PT 

Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menyediakan sarana prasarana pendukung. Berdasarkan hasil 

observasi lapang dan wawancara dengan PIC Ekologi (An. Jaya F. Silangit), sarana prasarana 

yang tersedia meliputi: 1) Ombrometer di basecamp (1˚13’16,253” N 117˚4’16,417” E); 2) 

Thermohygrometer; 3) Pengukur Tinggi Muka Air pada Sungai Pesab dan Anak Sungai Miau; 4) 
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TPS Sampah Anorganik (1˚13’8,74” N 117˚4’14,794” E); 5) Tempat Sampah Organik dan 

Anorganik; 6) Bak erosi di Petak 61C/13; dan sebagainya. Meskipun begitu, sarana prasarana 

yang dimiliki PT SHJ I belum sepenuhnya dapat menunjang seluruh kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan dampak tanah dan air, seperti ketersediaan bak erosi jumlahnya masih kurang dan 

lokasi pemasangannya belum dapat mewakili kondisi erosi di areal PT SHJ I; stik ukur TMA telah 

hilang/hanyut dan belum ada pemeliharaan; belum ada lokasi plot pemantauan tanah; serta 

belum membuat bangunan-bangunan konservasi tanah seperti guludan, sodetan, dan sediment 

trap. 

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki Divisi Forest Sustainability sebagai personil yang 

melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, 

diantaranya:  

1. Forest Conservation Coordinator : Sulaiman Umar 

2. Forest Certification Officer dan Environment 

Compliance Officer 

: Jaya F. Silangit 

3. Paramedic : Novia Angela M. 

Personil atas nama Sulaiman Umar juga merupakan GANISPHPL-BINHUT sebagai tenaga yang 

berkualifikasi dalam kegiatan pembinaan hutan, termasuk pengelolaan lingkungan, dengan 

nomor register 03210009134 dan masa berlaku penugasan 28 Januari 2021 s.d 28 Januari 

2023. 

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tertuang 

dalam Dokumen RKL Tahun 1995 dan Dokumen RKUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 

I Tahun 2020 (Periode 2020 – 2029). Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit I telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. 

Poin-poin implementasi kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air PT SHJ I, diantaranya: 1) 

Untuk mengendalikan laju erosi pada areal efektif produksi, PT SHJ I belum menerapkan 

penanaman LCC dan pembuatan lubang tanah untuk persiapan tanam karena selama periode 1 

tahun terakhir tidak ada kegiatan penanaman; 2) Pada areal tidak efektif produksi, telah dilakukan 

penanaman jenis pakan satwa di kawasan lindung; dan 3) PT SHJ I dalam kegiatan pengelolaan 

limbah domestik maupun limbah B3 masih belum optimal, yakni belum ada pengelolaan lanjutan 

terhadap sampah anorganik yang terkumpul di TPS anorganik, belum ada kerjasama dengan 

pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3, dan belum memiliki izin TPS Limbah B3.  

5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tercantum 

dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 1995 dan Dokumen RKUPHHK-

HTI Tahun 2020 (Periode 2020 – 2029). Selama periode 1 tahun terakhir, telah dilakukan 

pemantauan kualitas udara ambien, pemantauan iklim mikro (suhu, kelembaban, dan curah 

hujan), serta pemantauan kualitas air. Seluruh hasil pemantauan ini telah didokumentasikan 
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dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2020 dan Laporan Pelaksanaan RKL-

RPL Semester I Tahun 2021 serta disampaikan ke instansi terkait. Meskipun begitu, kegiatan 

pemantauan yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pemantauan peningkatan penggunaan 

bahan kimia (frekuensi: per triwulan), pemantauan perubahan sifat fisik tanah (frekuensi: 2x 

setahun), dan pemantauan perubahan kesuburan tanah (frekuensi: 2x setahun). 

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Ada atau tidaknya dampak terhadap tanah dan air yang muncul akibat pemanfaatan hutan dapat 

dianalisis melalui hasil pemantauan dampak yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis hasil uji 

kualitas air Semester I 2021 (Nomor Laporan Hasil Pengujian: LHP.KHT.2106.1695 Tanggal 18 

Juni 2021), setiap parameter dominan kualitas air yakni berupa suhu, pH, TSS, TDS, kekeruhan, 

DO, BOD, dan COD masih berada dalam batas baku mutu normal sesuai Perda Kaltim No. 2 

Tahun 2011. Lebih lanjut, indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air juga dapat dilihat 

melalui teknis pengelolaan limbah, baik limbah domestik maupun limbah B3. Hal tersebut 

disebabkan karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab adanya 

dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan observasi 

lapang, kegiatan pengelolaan limbah domestik masih belum optimal. PT SHJ I telah menyediakan 

tempat sampah yang dibedakan antara organik dan anorganik. Meskipun begitu, sampah 

anorganik yang menumpuk ditempatkan dalam TPS anorganik dan belum ada pengelolaan 

lanjutan terhadap sampah anorganik yang terkumpul. PT SHJ I telah memiliki TPS LB3, namun 

belum disertai dengan izin TPS LB3 dan belum ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam 

pengangkutan limbah B3. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

11. Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terkait prosedur identifikasi flroa dan 

fauna dilindungi PT SHJ I. Kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi didasarkan pada SOP 

Identifikasi Jenis Fauna (No. SOP/SHJ I/FS-042, Revisi Ke-3, Terbitan Ke-2, Tanggal Terbit 1 

Oktober 2018) dan SOP Identifikasi Flora (No. SOP/SHJ I/FS-043 Revisi Ke-2 Terbitan Ke-2 

Tanggal Terbit 1 Oktober 2018). 

Identifikasi flora dilakukan melalui metode kuadrat dengan mengidentifikasi jenis-jenis flora pada 

setiap strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Setelah itu, dilakukan inventarisasi melalui 

perhitungan kerapatan, dominansi, frekuensi, INP, sampai dengan tingkat keanekaragaman jenis. 

Metode identifikasi fauna dilakukan melalui pengamatan secara langsung (direct observation) 

dengan plot sampling berupa jalur/transek dan melalui perjumpaan tidak langsung berupa jejak, 

suara, kotoran, ataupun sarang. Teknis identifikasi telah dibedakan sesuai jenis-jenis satwa 

(burung, mamalia, amfibi dan reptil, biota air, dan serangga). Meskipun begitu, prosedur 

identifikasi flora dan fauna belum mengacu pada PermenLHK P.106 Tahun 2018 terkait status 

perlindungan flora fauna di Indonesia. Prosedur identifikasi fauna belum menjelaskan 
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inventarisasi hasil identifikasi melalui perhitungan kerapatan individu, kelimpahan relatif satwa, 

indeks keanekaragaman jenis, indeks kekayaan jenis, dan indeks kemerataan jenis untuk 

mengetahui tingkat keanekaragaman dan sebaran jenis satwa di areal konsesi. Hal ini juga 

menjadi dasar mengetahui tren kondisi satwa setiap tahunnya. 

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan kegiatan 

identifikasi flora dan fauna dilindungi yang didokumentasikan dalam Laporan Tahunan 

Monitoring dan Implementasi Satwa Vegetasi PT Sumalindo Hutani Jaya I Tahun 2021. Kegiatan 

pengamatan flora dilakukan di Sempadan Sungai Pesab, KPPN, dan KPSL. Kegiatan pengamatan 

satwa dilakukan di kawasan produksi, Sempadan Sungai Pesab, KPPN, dan KPSL. Identifikasi 

flora telah dibedakan sesuai strata tegakannya (semai, pancang, tiang, pohon). Hasil identifikasi 

pada laporan ini telah dihitung jumlah, kerapatan, INP, sampai dengan indeks keanekaragaman 

jenis (H’). Hasil pemantauan flora dan fauna juga telah dilakukan identifikasi status 

perlindungannya sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Redlist. 

Selain itu, PT SHJ I juga melakukan identifikasi flora fauna di areal HCV dan HCS yang dituangkan 

dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi HCV dan HCS PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I Pesab) 

Tahun 2020.  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

12. Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan flora 

dilindungi. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur/SOP 

yang tersedia, diantaranya: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. SOP/SHJ I/FS-

39 Tanggal Terbit 1 Maret 2018, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 2) SOP Pengelolaan Kawasan 

Lindung (No. SOP/SHJ I/FS-44, Tanggal Terbit 01 Maret 2018, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 3) 

SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar (No. SOP/SHJ I/FS-47, Tanggal Terbit 01 Maret 2018, 

Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 4) SOP Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS (No. SOP/SHJ I/FS-

48, Tanggal Terbit 01 Maret 2018, Revisi Ke-0, Terbitan Ke-1); dan 5) SOP Pengelolaan Jenis 

Eksotik Invasif di Areal IUPHHK-HTI (No. SOP/SHJ I/FS-49 Tanggal Terbit 01 Maret 2018, Revisi 

Ke-1, Terbitan Ke-2). Seluruh prosedur diatas telah secara jelas menerangkan jenis-jenis 

kegiatan pengelolaan flora, baik melalui pengayaan kawasan lindung, identifikasi flora dilindungi, 

pengendalian terhadap hama penyakit, perlindungan habitat flora, dan sebagainya. Masing-

masing SOP telah merujuk pada aturan-aturan terkait.  

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 
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Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan flora 

dilindungi sesuai dengan SOP, diantaranya seperti pengalokasian kawasan lindung sebagai 

habitat flora, penandaan batas kawasan lindung, patroli perlindungan hutan, deteksi dini karhutla, 

pemantauan HCV, pelabelan pohon di HCV, dan pembuatan peta penyebaran satwa dan 

tumbuhan dilindungi. Meskipun begitu, kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih belum 

optimal sesuai dengan rencana yang disusun, seperti intensitas penandaan batas kawasan 

lindung masih belum dapat mewakili kecukupan areal, sosialisasi kawasan lindung masih kurang 

menyeluruh pada masyarakat sekitar areal, kegiatan perlindungan kawasan lindung masih belum 

optimal dalam mengatasi perambahan hutan, serta kegiatan pengelolaan flora dilindungi belum 

difokuskan kepada kegiatan pengkayaan jenis-jenis dilindungi endemik/lokal di areal kawasan 

lindung untuk memperbaiki habitat flora dan kondisi tutupan lahan. 

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, masih terdapat potensi adanya gangguan terhadap flora 

dilindungi di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I. Hal ini terlihat melalui mudahnya akses 

masuk masyarakat ke areal kawasan lindung dan masih adanya perambahan pada areal kawasan 

lindung. Berdasarkan Data Monitoring Konflik Berdasarkan Tata Ruang per Agustus 2021, masih 

terdapat konflik lahan di areal kawasan lindung seluas 332,37 Ha (22,37% dari luas kawasan 

lindung). Adanya perambahan tersebut berpotensi merusak habitat flora serta meningkatkan 

potensi gangguan lain terhadap kawasan lindung. Lebih lanjut, areal kawasan lindung PT SHJ I 

mayoritas sudah tidak berpenutupan berhutan. Meskipun begitu, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 

I tetap melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan flora dilindungi, seperti melakukan 

patroli, pemasangan signboard terkait perlindungan hutan, sosialisasi tentang flora dilindungi, 

penanaman di kawasan lindung, dan melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan hutan lainnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

13. Indikator 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan fauna 

dilindungi. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan terhadap prosedur/SOP 

yang tersedia, diantaranya: 1) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. SOP/SHJ I/FS-

39 Tanggal Terbit 1 Maret 2018, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 2) SOP Pemantauan Vegetasi dan 

Satwa Liar (No. SOP/SHJ I/FS-47, Tanggal Terbit 01 Maret 2018, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2); 3) 

SOP Pengelolaan dan Pemantauan HCV-HCS (No. SOP/SHJ I/FS-48, Tanggal Terbit 01 Maret 

2018, Revisi Ke-0, Terbitan Ke-1); dan 4) SOP Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar 

(No. SOP/SHJ I/FS-45, Tanggal Terbit 01 Maret 2018, Revisi Ke-1, Terbitan Ke-2). Seluruh 
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prosedur diatas telah secara jelas menerangkan jenis-jenis kegiatan pengelolaan fauna, baik 

melalui pengayaan kawasan lindung, identifikasi fauna dilindungi, perlindungan habitat, dan 

sebagainya. Masing-masing SOP telah merujuk pada aturan-aturan terkait.  

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan beberapa implementasi pengelolaan fauna 

dilindungi sesuai dengan SOP, diantaranya seperti pengalokasian kawasan lindung sebagai 

habitat fauna, penandaan batas kawasan lindung, patroli perlindungan hutan, deteksi dini 

karhutla, dan pembuatan peta penyebaran satwa dilindungi. Meskipun begitu, kegiatan 

pengelolaan fauna masih belum optimal sesuai dengan rencana yang disusun, seperti intensitas 

penandaan batas kawasan lindung masih belum dapat mewakili kecukupan areal, sosialisasi 

kawasan lindung masih kurang menyeluruh pada masyarakat sekitar, kegiatan perlindungan 

kawasan lindung masih belum optimal dalam mengatasi perambahan hutan, serta kegiatan 

pengelolaan fauna belum spesifik terhadap jenis fauna dilindungi hasil identifikasi.  

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kondisi spesies fauna dilindungi dapat diketahui melalui masih ada/tidaknya gangguan terhadap 

jenis maupun habitat fauna tersebut. Berdasarkan Data Monitoring Konflik Berdasarkan Tata 

Ruang per Agustus 2021, masih terdapat konflik lahan di areal kawasan lindung seluas 332,37 

Ha (22,37% dari luas kawasan lindung). Konflik lahan ini dapat berimbas kepada terganggunya 

fungsi kawasan lindung sebagai habitat jenis fauna dilindungi, yakni sebagai tempat bersarang 

maupun mencari makan dari fauna tersebut. Areal kawasan lindung di PT SHJ I berpotensi 

mengalami gangguan hutan dan tidak dapat menunjang kehidupan satwa dilindungi. Selain itu, 

mayoritas kawasan lindung pada dasarnya sudah tidak berpenutupan berhutan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sulaiman Umar dan Pak Jaya F. Silangit (PIC Ekologi), 

diketahui bahwa sudah jarang masyarakat yang melakukan perburuan di areal SHJ I. Hal ini 

karena ketersediaan satwa juga sudah menurun akibat okupasi lahan menjadi sawit. Meskipun 

begitu, PT SHJ I pada dasarnya telah melakukan upaya penanggulangan gangguan satwa sesuai 

dengan verifier 3.2.4, yakni melalui patroli rutin, pemasangan plang larangan berburu, deteksi 

dini karhutla, dan upaya-upaya perlindungan hutan lainnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL 

 

 

14. Indikator 4.1 :  

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat 

Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

  

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai :  BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SHJ I memiliki dokumen yang 

lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. Peta Sebaran Desa sekitar PT SHJ I skala 1 : 50.000 

2. Peta Identifikasi Areal Bermasalah  PT SHJ I skala 1 : 50.000 

3. Laporan Pengelolaan & Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang digunakan 

warga masyarakat Tahun 2021. 

4. Dokumen Laporan Penilaian High Conservation Value (HCV) Assessment Report PT SHJ I 

NKT 5 dan NKT 6 Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur. 

5. Dokumen Integrated Sosial Forest Management Plan (ISFMP) PT SHJ I 

6. Laporan Studi Dampak Sosial PT SHJ I 

Serta PT SHJ I telah melakukan Identifikasi dan pengelolaannya terhadap HHBK yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan memberi tanda areal dilindungi. 

Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh  PT SHJ I dituangkan dalam dokumen 

RKUPHHK-HA Periode 2020 -2029, RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dan 2021 (yang disahkan secara 

self approval), untuk rencana dibidang kelola sosial PT SHJ I telah menyusun Rencana Fisik dan 

Biaya Kelola Sosial yang telah dirinci kegiatannya dituangkan dalam Budget CSR/Kelola Sosial PT 

SHJ I Tahun 2020 & 2021. 

2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait dengan pembuatan batas/rekonstruksi 

batas secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan sama seperti pada Penilaian 

sebelumnya tertuang dalam : 

1. SOP Pemetaaan Partisipatif 

2. SOP Penyelesaian Konflik Lahan 

3. SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI 

4. SOP FPIC/Padiatapa 

Hasil telaahan terhadap SOP/mekanisme yang tersedia telah sesuai dengan kondisi di lapangan 

yang ada dan telah diimplementasikan dalam pembuatan batas partisipatif dengan masyarakat 

sekitar serta dalam proses penyelesaian konflik yang timbul antara perusahaan dengan 

masyarakat sekitar areal. 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 
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Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam : 

SOP Studi Data Dasar, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK, SOP FPIC/Padiatapa, SOP Identifikasi 

Hak Hak Masyarakat Adat, SOP Studi Dampak Sosial, dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja. 

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa SOP di atas, mekanisme yang ada telah sesuai dan 

mengakomodir perihal pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan 

pemanfaatan sumberdaya hutan 

4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, terkait dengan batas areal kerja dengan kawasan kehidupan 

masyarakat, PT SHJ I telah melakukan penandaan batas dengan sebagian kawasan kehidupan 

masyarakat yang berada antara jalan poros propinsi  (Simpang Tujuh) menuju base camp PT 

SHJ I Sei Pesab yang dituangkan dalam  BA Penandaan Batas Ladang Masyarakat di Konsesi PT 

SHJ I Sei Pesab.  

Pada areal PT SHJ I banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar berupa 

ladang/kebun yang telah ditanami Sawit & Tanaman Keras lainnya dan PT SHJ I telah melakukan 

identifikasi dan penataan batas secara partisipatif, namun baru sebagian. 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, PT SHJ I dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah 

mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah), serta dukungan dari masyarakat sekitar yang tertuang dalam dokumen : 

1. Telah disetujuinya Dokumen RKUPHHK-HT PT SHJ I periode 2020 - 2029 

2. Tersedia RKTUPHHK-HT Tahun 2020 & 2021 yang disahkan secara Self Approval 

3. Tata Batas PT SHJ I telah temu gelang dan telah dikukuhkan 

4. BA Patroli  Bersama dan Sosialisasi Kawasan Lindung tanggal 15 Agustus 2021, namun 

tidak dilengkapi Daftar Hadir. 

PT SHJ I memiliki sebagian dokumen terkait dengan persetujuan para pihak dan pada areal PT 

SHJ I masih terdapat potensi konflik terkait klaim pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan atau 

Kelompok Masyarakat dan perusahaan sawit. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: BAIK dengan nilai mencapai  86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

15. Indikator 4.2 :  

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT SHJ I memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : 
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 1. SK IUPHHK-HT PT SHJ I. 

2. RKUPHHK-HT PT SHJ I Periode Tahun 2020 - 2029 

3. RKTUPHHK-HT PT SHJ I Tahun 2020 dan 2021  

4. Budget CSR/Kelola Sosial PT SHJ I Tahun 2020 & 2021 

5. Laporan Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Semeseter I & II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 

2021, namun belum disampaikan ke Instansi terkait. 

6. BA Serah Terima Bantuan Kelola Sosial PT SHJ I Tahun 2020-2021 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, Rencana Kelola Sosial/CSR yang terdapat dalam 

RKTUPHHK-HT tidak sama dengan rencana kelola sosial yang ada pada Budget CSR/Kelola 

Sosial, serta PT SHJ I belum menyampaikan laporan CSR/PMDH kepada Instansi terkait. 

PT SHJ I memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan. 

2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat  tertuang dalam : SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Partisipasi 

Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, SOP Hasil 

Hutan Bukan Kayu, SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Perencanaan Tenaga Kerja, da terdapat MoU 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan masyarakat sekitar terkait dengan Program DMPA 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT SHJ I  memiliki mekanisme yang lengkap 

dan legal, serta telah mengakomodir dan sesuai dengan pemenuhan kewajiban sosial pemegang 

izin terhadap masyarakat sekitar. 

 

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, PT SHJ I telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar 

mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan yang 

dibuktikan dengan: 

1. Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa antara PT SHJ I 

dengan Desa Miau Baru 18 Desember 2019 (untuk RKT 2020), tidak dilengkapi daftar hadir 

2. Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat tentang Pelaksanaan FPIC/Padiatapa 

IUPHHK-HT PT SHJ I di Desa Miau Baru Kec. Kong Beng Kab. Kutim, tanggal 15 Desember 

2020, tidak dilengkapi daftar hadir. 

3. BA Patroli Bersama dan Sosialisasi Kawasan Lindung tanggal 15 Agustus 2021, akan tetapi 

tidak dilengkapi Daftar Hadir Peserta 

Hasil telaahan dokumen yang tersedia dan hasil Wawancara dengan Petugas Kelola Sosial 

diperoleh informasi bahwa PT SHJ I telah melakukan sosialisasi terkait operasionalnya kepada 

masyarakat sekitar, akan tetapi bukti sosialisasi tersedia sebagian dan tidak lengkap. 

4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, PT SHJ I memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam pengelolaan SDH antara lain : 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 37 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

1. Bantuan Dana Kegiatan Pelatihan Kerajinan Anyaman 

2. Pelatihan Anyaman (secara on line) 

3. Bantuan Rehab Kantor Desa Miau Selatan 

4. Bantuan Sembako kepada masyarakat sekitar terkena dampak Covid 19 

5. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal sebanyak 19 orang dari 23 karyawan yang ada 

Hasil telaahan terhadap dokumen dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial dapat 

disimpulkan bahwa PT SHJ I telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, berdasar 

prosentase capaian biaya kegiatan tahun 2020 terealisasi sebesar 184,14 %, hanya ada 3 

kegiatan sedangkan tahun 2021 baru tercapai 2,58 %, hanya 1 (satu) kegiatan yaitu bantuan 

bahan anyaman. 

Realisasi kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat  masih masih sangat minim dan 

baru dirasakan oleh sebagian masyarakat. 

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, dokumen/laporan PT SHJ I  terkait pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam: 

1. Laporan Kegiatan Kelola Sosial PT SHJ I Semester I & II tahun 2020 & Semester I Tahun 

2021 (namun belum disampaikan kepada Instansi terkait) 

2. BA Serah Terima Bantuan PT SHJ I Tahun 2020 – 2021, tersedia sebagian. 

Hasil telaahan terhadap laporan/dokumen yang tersedia, PT SHJ I memiliki sebagian dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izintermasuk ganti rugi 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai   73,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

16. Indikator 4.3 :  

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I memiliki sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, 

tertuang dalam beberapa dokumen antara lain : 

1. Dokumen AMDAL PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Tahun 1995 

2. Dokumen RKUPHHK-HTI PT SHJ I Periode Tahun 2020 – 2029 

3. Dokumen Studi Dampak Sosial (SDS) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

4. Dokumen Hight Conservation Value (HCV) Assessment Report PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) 

5. Daftar Karyawan PT SHJ I, Periode Agustus 2021 (terdapat 23 orang dan yang berasal dari 

lokal  19 orang) 

6. Data Rekap Monitoring Klaim PT SHJ I Tahun 2021, akan tetapi belum seluruh klaim lahan 

dilakukan identifikasi dan  penandaan batasnya 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan hasil wawancara dengan 

Pendamping Kriteria Sosial diperoeh informasi bahwa PT SHJ I memiliki sebagian data dan 
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informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 

SDH, dan belum seluruh klaim lahan dilakukan identifikasi dan penandaan batasnya. 

2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas terkait peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang 

dalam: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Partisipasi Masyarakat Dengan 

Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dan 

SOP Kelola Sosial /CSR. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP berisi tentang uraian tentang pengertian, tujuan, 

sasaran, penanggung jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan yang cukup 

lengkap dan legal terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat.  

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, PT SHJ I memiliki dokumen rencana  kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang dituangkan dalam : 

1. RKUPHHK-HTI PT SHJ I Periode Tahun 2020 -2029 

2. RKTUPHHK-HA PT SHJ I Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021  

3. Budget CSR/Kelola Sosial PT SHJ I Distrik Pesab Tahun 2020 dan 2021 

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

memiliki dokumen terkait rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat sekitar yang tertuang dalam RKUPHHK-HT (untuk jangka panjang 10 tahun), 

RKTUPHHK-HT (untuk jangka tahunan) dan Budget CSR/Kelola Sosial.  

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana kelola sosial yang terdapat dalam Budget CSR/PMDH 

PT SHJ I Tahun 2020 & 2021 tidak sinkron dengan rencana kelola sosial yang tercantum dalam 

dokumen RKTUPHHK-HT PT SHJ I Tahun 2020 & 2021. 

PT SHJ I memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat, akan tetapi tidak lengkap dan kurang jelas. 

 

4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi  oleh PT SHJ I terhadap masyarakat sekitar sebagai berikut : 

1. Kegiatan Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/CSR Tahun 2020 dan 

2021, atau sebesar 0 %  

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, terdapat 19 karyawan berasal dari lokal (dari 23 

Karyawan), atau sebesar 82,61 % 

3. Kerjasama pengamanan areal PT SHJ I dengan SOS ( ada 1 berasal dari Non Lokal), 

atau sebesar 0 % 

4. Realisasi Tanaman Kehidupan masih belum ada, atau sebesar 0 % 

 

Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT SHJ I sebesar :  
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                     (  0 + 82,61 + 0 + 0 ) % : 4 =  20,65 % ( < 50 %) 

 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4, PT SHJ I memilki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan 

Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat/Kontraktor dan 

Pemerintah/Negara) tertuang dalam : 

1. Rekap Realisasi Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2020 dan 2021 

2. Rekap Pembayaran Gaji Karyawan Tahun 2020 dan 2021 (sd. Agustus)  

3. Pembayaran PBB Tahun 2020 

4. Rekap BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 & 2021 

5. Rekap BPJS Kesehatan Tahun 2020 & 2021 

6. Pembayaran PPh 21  

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT SHJ I memiliki bukti dokumen/ laporan 

pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan 

baik. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 80,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

17. Indikator 4.4 :  

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik  

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap tertuang dalam beberapa SOP antara 

lain : SOP Penyelesaian Konflik, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI 

dan SOP FPIC /Padiatapa. 

Berdasarkan telaah terhadap  SOP tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) telah memiliki prosedure atau mekanisme yang sesuai dan implementatif menyangkut 

penyelesaian konflik.  Telaahan  terhadap dokumen Job Description, menunjukkan bahwa  

manajemen telah  mendistribusikan tugas, kewajiban  dan  wewenang pada masing-masing 

bagian. Penanganan pertama terhadap konflik dilakukan oleh Forest Protection Departement di 

distrik. Penyelesaian konflik selanjutnya dilakukan secara berjenjang  disesuaikan dengan jenis 

konflik dan besaran konflik yang terjadi. 

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-4 (Tahun 2021), dokumen PT SHJ I terkait pemetaan konflik tertuang 

dalam beberapa dokumen antara lain : 

1. Peta Identifikasi areal yang bermasalah di PT SHJ I skala 1 : 50.000 

2. Data Rekap Monitoring Klaim Tahun 2021 PT SHJ I terdapat data klaim lahan dan overlap 

3. Monitor RKPK PT SHJ I (Semester I Tahun 2021) 

4. Draf Resolusi Konflik PT SHJ I ( mengacu P.5 Tahun 2016), namun masih belum lengkap 

dan belum dikirim ke Instansi terkait. 

Hasil telaahan terhadap data dan dokumen yang tersedia, PT SHJ I  memiliki Peta Analisis Status 

Konflik dan Rekap Monitoring Konflik, akan tetapi belum lengkap dan belum disajikan dalam 

Laporan Pemetaan Potensi Konflik yang dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik 
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sebagaimana termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 

(Bab II poin 3). 

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
PT SHJ I memiliki kelembagaan terkait resolusi konflik di areal kerjanya yang didukung oleh para 

pihak dan dibuktikan dengan adanya : 

1. Struktur Organisasi PT SHJ I Fungsi Forest Protection (bagian yang mengelola konflik) dibuat 

tahun 2021 dan Job Desc. 

2. Rincian Kebutuhan Biaya Penyelesain Konflik PT SHJ I Tahun 2021 untuk 1 kasus (Perluasan 

Desa Miau) sebesar Rp. 17.800.000,- 

3. Lembaga Penyelesaian konflik  PT SHJ I  (Surat Penunjukan) dari Pihak Eksternal (dari tingkat 

desa, kecamatan dan Dinas Kabupaten terkait) dan Pihak Internal PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I) 

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Job Desc. PT SHJ I, lembaga yang bertugas menangani 

Resolusi Konflik adalah Forest Protection dibantu oleh Conflict Resolution officer serta 

mengikutsertakan pihak eksternal dalam hal ini Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, Aparat 

Pemerintah Desa dan Muspika. PT SHJ I telah menyusun Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian 

Konflik tahun 2021 untuk 1 kasus sebesar Rp. 17.800.000,- 

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, tidak terdapat dokumen proses penyelesaian konflik yang 

ada di areal PT SHJ I karena tidak konflik yang diselesaikan, konflik yang ada masih sama 

dengan tahun sebelumnya. 

PT SHJ I belum membuat laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik secara periodik (setiap 

semester), sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Perdirjen PHPL  Nomor 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, bahwa setiap 6 bulan sekali pemegang izin wajib melaporkan 

hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada 

Dinas Kehutanan Provinsi yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP). 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: BAIK dengan nilai mencapai  83,33 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

18. Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I telah merealisasikan hubungan industrial kepada karyawan dengan tesedianya bukti 

dokumen :  

1. PKB PT SHJ  Periode 2019 - 2021 yang masih berlaku yang telah disahkan oleh 

Disnakertrans Prov. Kaltim No. KEP.560/1940/B..PHI & JAMSOSTEK/2019  tanggal 15 

Oktober 2019 berlaku sampai 16 Oktober 2021. 
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2. Terdapat bukti sosialisasi PKB kepada karyawannya berupa tanda terima pembagian buku 

saku PKB kepada karyawan (sesuai ketentuan dalam PKB Bab II Pasal 9 ayat 4). 

3. Terdapat SK Pengesahan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT SHJ masa bhakti 2020 -

2023 

4. Terdapat SK Gubernur terkait UMK Kab. Kutai Timur Tahun 2020 & 2021  

5. Contoh Slip Gaji Karyawan PT SHJ I terendah, upah yang diterima karyawan tersebut diatas 

UMK Kab. Kutim yang berlaku. 

6. Bukti Setor BPJS Kesehatan PT SHJ Bulan Agustus 2021 dan BPJS Ketenagakerjaan bulan 

Juli 2021 serta terdapat contoh Kartu BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan 

7. Contoh SPK Karyawan PT SHJ I an. Darwin 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil karyawan PT SHJ I, diperoleh informasi bahwa PT 

SHJ I telah merealisasikan seluruh hubungan industrial kepada seluruh karyawan sesuai 

ketentuan dan perundangan yang berlaku. 

 

2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I memiliki mekanisme peningkatan kompetensi tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) PT SHJ Periode 2019 -2021 Bab IX Pasal 49 dan SOP Pelatihan dan Pengembangan 

Tenaga Kerja.  

Pada periode Penilikan ke-4, PT SHJ I  telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi 

Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja pada Tahun 2020 rencana 9 Topik pelatihan dengan 

peserta 29 orang, terealisasi 3 Topik  (sebesar 33,33%) dengan jumlah peserta 41 orang atau  

141 %, sedang Tahun 2021 terdapat rencana 9 Topik pelatihan dengan jumlah peserta 27 orang 

dan terealisasi 2 Topik pelatihan (sebesar 22,22 %) dengan peserta 37 orang atau 137 % dari 

yang direncanakan. 

PT SHJ I telah memiliki mekanisme terkait peningkatan kompetensi terhadap karyawannya, 

namun baru sebagian yang telah diimplementasikan. 

Sedangkan dalam pemenuhan GANIS PHPL PT SHJ I memiliki 7 orang GANIS PHPL, dengan 

rincian KURPET = 1  orang; CANHUT = 1  orang; NENHUT = 1  orang ; BINHUT     = 1  orang; 

PKB-R  = 3  orang dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir karyawannya yang tertuang dalam 

Perjanjian Kerja Bersama PT SHJ Periode 2019 – 2021 Bab XII Pasal 73 -74 dan beberapa 

mekanisme/SOP terkait standar jenjang karir. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HR & GA Head  diketahui bahwa penilaian kinerja 

karyawan dilakukan secara mandiri dengan menginput evaluasi kinerja selama setahun 

berdasarkan kompetensi teknis, komunikasi, kerjasama dan disiplin pada aplikasi pass.smf.com 

dimana setiap karyawan memiliki akses untuk masuk ke sistem tersebut. 

Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, implementasi standar jenjang karir terhadap Karyawan PT 

SHJ I, baru sebagian diimplementasikan karena kegiatan operasional  masih belum optimal. 

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT SHJ I memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan terhadap karyawannya tertuang 

dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SHJ  Periode 2019 – 2021  Bab VII Pasal 36 –43 dan 

PT SHJ I telah mengimplementasikan Tunjangan Kesejahteraan Karyawan yang tercantum dalam 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB).  
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Bukti-bukti  pemenuhan  terhadap kesejahteraan karyawan antara lain pada Penilikan ke-4 Tahun 

2021 meliputi kartu tanda kepesertaan Jamsostek/BPJS yang dimiliki oleh karyawan tetap, bukti 

setor iuran  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan slip gaji termasuk tunjangan-

tunjangan yang ada, serta  terdapat  Pos P3K di base camp PT SHJ I Distrik Pesab yang 

dilengkapi dengan tenaga Paramedis. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan karyawan PT SHJ I diperoleh 

informasi bahwa semua tunjangan kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh Unit Manajemen 

PT SHJ I sesuai klausul-klausul yang tercantum dalam PKB,  dibidang kesehatan di Distrik PT 

SHJ I Sei Pesab terdapat Pos P3K/Klinik yang dilengkapi Tenaga Medis untuk pertolongan 

pertama dan apabila masih diperlukan perawatan selanjutnya dirujuk ke Puskesmas yang ada di 

Kecamatan Kong Beng. 

Akan tetapi terdapat fasilitas kesejahteraan karyawan yang ada di  Base Camp PT SHJ I Sei Pesab 

seperti Kantor, Ruang Meeting, Mes karyawan, Kantin dan fasilitas yang lainnya, terdapat 

beberapa fasilitas yang belum memadai seperti kantor dan ruang meeting masih menjadi satu 

dengan mess karyawan. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: SEDANG  dengan nilai mencapai  75.00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

5. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR STANDAR VLK HUTAN 

 

19. Prinsip 1 :  

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1.a : Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa tidak terdapat perubahan data hasil audit Penilikan ke-4 dengan hasil audit penilikan ke-

3. 

Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SK IUPHHK-HT): 

1) Terdapat SK IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 407/Kpts-II/1996, tanggal 5 Agustus 1996 seluas ± 10.000 Ha di 

Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.  

2) Terdapat IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan SK. No.273/Menhut-II/2007, tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas 

Areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya seluas ± 10.976,40 Ha di Provinsi 

Kalimantan Timur. SK lengkap dan sah beserta lampiran peta skala 1:50.000 

3) Terdapat peta Lampiran SK IUPHHK-HT No. 407/Kpts-II/1996, tanggal 5 Agustus 1996 

seluas ± 10.000 Ha yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin 

Suryohadikusumo. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki dokumen legal terkait dengan administrasi 

Perseroan sebagai berikut:  

1) Akta pendirian Nomor : 4 tanggal 1 April 1992, Notaris Benny  Kristianto,  SH.  di  DKI  

Jakarta ,  dan  telah  disetujui  oleh  Menteri  Kehakiman SK No. C2-3221.HT.01.01. 

Tahun 1992 tanggal 25 April 1992. 
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2) Akta perubahan (terakhir) Nomor : 28 tanggal 7 November 2018 oleh Notaris Desman, 

SH., M.Hum., M.M dan  telah  terdaftar di  Menkumham dengan No. AHU-

0159701.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 November 2018. 

Direksi Perseroan terdiri dari: 

a) Direktur Utama  :  Robert Siagian 

b) Direktur             :  Hoesin 

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari: 

c) Komisaris Utama :  Arthur Tahija (Arthur Tahya) 

d) Komisaris             :  Wisly Dwi Putra 

3) Surat Izin Usaha Perusahaan Cabang No. : 503/003/17-01/PB/DPMPTSP-C.I/2017 d.a. Jl.. 

H.M. Ardan No 65 RT 01 Kel.. Sempaja Utara Kec. Sempaja Utara Kota Samarinda, dari 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Samarinda tanggal 30 

Januari 2017 tentang Pembukaan Cabang SIUP PT Sumalindo Hutani Jaya  

4) NPWP Nomor : 01.585.575.2-722.001 beralamat di Jl. HM. Ardan (Ex Ring Road II) No.65 

RT. 001 Sempaja Utara, Samarinda Utara - Samarinda Kalimantan Timur.  

5) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan 

pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah N0. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik dengan Nomor NIB 9120102261629 ditetapkan 

tanggal 12 Februari 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola 

dan Penyelenggara OSS. 

 

2. Verifier 1.1.1.b : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa tidak terdapat perubahan data hasil audit Penilikan ke-4 dengan hasil audit penilikan ke-

3. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah menerima tagihan kewajiban Iuran IUPHHK-HT sesuai 

SK Menteri Kehutanan No. 407/Kpts-II/1996, tanggal 5 Agustus 1996 dan Keputusan Menteri 

Kehutanan SK. No.273/Menhut-II/2007, tanggal 7 Agustus 2007 dengan bukti: 

1) Terdapat Dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri (SPP IHPHTI) Nomor: 1547/V-HTI/1991 tanggal 11 Nopember 1991 yang dibuat 

oleh Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dan di tanda tangani oleh 

Armana Darsidi NIP. 080017269: 

Diperintahkan kepada : PT  Sumalindo Hutani Jaya Unit I 

Untuk membayar : Iuran  Hak Pemanfaatan Hutan untuk Jangka Waktu 47 tahun, dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

a. Luas areal IUPHHK-HT  : 10.000 Hektar 

b. Provinsi   : Kalimantan Timur 

c. Tarif IHPH per Ha / 47 tahun : Rp 1.300,00 

d. Besarnya IHPH  : Rp 13.000.000,00 

2) Terdapat Dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri (SPP IHPHTI) Nomor: 1005/VI-EDAR/2002 tanggal 29 Agustus 2002 (SPP 

IHPHTI) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan ditanda tangani 

oleh Suhariyanto / Nip. 080035341: 

Diperintahkan kepada : PT  Sumalindo Hutani Jaya Unit I 

Untuk membayar : Iuran  Hak Pemanfaatan Hutan untuk Jangka Waktu 47 tahun, dengan 

penjelasan sebagai berikut : 
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a. Luas areal IUPHHK-HT  : 976,4 Hektar 

b. Provinsi   : Kalimantan Timur 

c. Tarif IHPH per Ha /  : Rp 2.600,00 

d. Besarnya IHPH  : Rp 2.538,640,00 

Selanjutnya PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memenuhi kewajiban Iuran IUPHHK-HT 

tersebut dengan bukti: 

1) Terdapat bukti setor IHPHTI atas SPP IHPHTI Nomor: 1547/V-HTI/1991 tanggal 11 

Nopember 1991 berupa surat setoran/ aplikasi transfer Bank Industri Kepada Menteri 

Kehutanan dengan No. Rekening 503.000.014 tanggal 1 Januari 1992 sejumlah Rp. 

13.000.000. 

2) Terdapat bukti setor IHPHTI atas SPP IHPHTI Nomor: 1005/VI-EDAR/2002 tanggal 29 

Agustus 2002 berupa surat setoran/aplikasi transfer Bank Mandiri Kepada 

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPHHK dengan No. Rekening 102.0004203870 Bank 

Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta pada tanggal 23 Desember 2014 

sejumlah Rp. 2.538.640. 

3. Verifier 1.1.1.c : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Terdapat 

upaya identifikasi penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK dengan melaksanakan Identifikasi/ 

Pemetaan Konflik Lahan pada areal konsesi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) sesuai dengan 

dokumen Monitoring Status Konflik Region Kaltim Bulan Januari 2021 serta peta Indentifikasi 

areal Bermasalah pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) skal 1:50.000. 

Hasil verifikasi dokumen bahwa izin/ pengakuan penggunaan kawasan di luar IUPHHK-HT antara 

lain : 

a) Ijin HGU Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Karya Prima Agro Sejahtera (PT KPAS) seluas 

447 Ha yang berada di Blok I dan III dan masuk wilayah Desa Miau Baru Kecamatan 

Kombeng Kabupaten Kutai Timur dengan koordinat lokasi antara N: 10 12’ 41,7” sampai 

N: 10 13’ 26,0” dan E: 1160 58’ 52,3” sampai E: 1170 01’ 7,7”. 

b) Ijin HGU Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Gunta Samba seluas 96 Ha yang berada di 

Blok V dan masuk wilayah Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur 

pada koordinat titik lokasi antara N: 10 16’ 12,708” dan E: 1170 00’ 52,694”. 

c) Beberapa konflik lahan dengan kelompok Tani Plasma Sawit. 

 

 

20. Prinsip 2 :  

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 2.1.1.a : Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat 

yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 
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Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki dokumen RKUPHHK beserta 

lampirannya dan telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu: 

Terdapat dokumen RKUPHHK-HT pada Hutan Produksi untuk periode Tahun 2020-2029 atas 

nama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, Tahun 2020. 

Dokumen RKUPHHK-HT telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 November 2020.  Dokumen Salinan 

sesuai degan aslinya ditanda tangani oleh Kepala Bagian Huklum dan Kerja sama Teknik, 

FAHRURRAZI, SH NIP. 19631015 199403 1 002. 

Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HT berupa Peta Penataan Areal Kerja Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 

Tahun Periode 2020-2029 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I)  skala 1:50.000. 

Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah menyusun Dokumen RKTUPHHK-HT yang 

disusun berdasarkan RKUPHHK-HT dan telah disahkan secara self approval pada periode audit, 

yaitu: 

1) Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tahun 2020 yang 

disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SUMALINDO HUTANI JAYA (UNIT 

I) Nomor: SK.001/RKT-SHJ I/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan dilampirkan peta 

rencana penanaman skala 1 : 50.000 dan peta rencana pemanenan, skala 1 : 50.000. Masa 

berlaku dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. 

Dalam SK RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 terdapat beberapa target kegiatan sebagai berikut: 

a) Penyiapan lahan untuk penanaman seluas 300 Ha pada tanah kosong serta bekas 

tebangan 

b) Pembibitan sebanyak 480.000 Batang 

c) Penanaman seluas 300 Ha 

d) Pemeliharaan seluas 90 Ha 

e) Pemanenan seluas 102 Ha dengan produksi 7.576,29 m3. 

2) Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tahun 2021 yang 

disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SUMALINDO HUTANI JAYA (UNIT 

I) Nomor: SK.001/RKT-SHJ I/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan dilampirkan peta 

rencana penanaman skala 1 : 50.000 dan peta rencana pemanenan, skala 1 : 50.000. Masa 

berlaku dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. 

Dalam SK RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 terdapat beberapa target kegiatan sebagai berikut: 

a) Penyiapan lahan untuk penanaman seluas 3.205 Ha pada areal bekas pemanenan 

b) Pembibitan sebanyak 5.128.000 Batang 

c) Penanaman seluas 3.205 Ha 

d) Pemeliharaan seluas 3.205 Ha 

e) Pemanenan seluas 1.538 Ha dengan produksi 62.445,10 m3. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki Ganis Canhut yang bertugas membuat rencana 

penataan areal kerja: 

1) Ganis PHPL Canhut atas nama Hubertus Hanu No. Reg. 00688-11/CANHUT/XX/2012 

berlaku dari 13 Maret 2018 sampai dengan 11 Maret 2021 berdasarkan SK.80/BPHP.XI-

3/2018 tanggal 09 Februari 2018. 

2) Dapat diverifikasi peta rencana penataan areal kerja URKT Tahun 2021 skala 1:50.000 yang 

telah dibuat oleh Ganis PHPL Canhut a.n. Hubertus Hanu No. Reg. 00688-

11/CANHUT/XX/2012. 
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2. Verifier 2.1.1.b : Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di 

lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang telah 

ditetapkan oleh Direktur Utama Nomor. 002/SK-SHJ I/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang 

Penetapan Kawasan Lindung PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) seluas 1.485,66 Ha.  SK ditanda 

tangani oleh Direktur Utama PT SUMALINDO HUTANI JAYA (UNIT I) atas nama Robert Siagian. 

Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan total luas 

1.485,66 Hektar dengan rincian sebagai berikut: 

a. Kawasan Sempadan Sungai dengan luas 913,32 Ha. 

b. Kawasan KPPN dengan luas 454,75 Ha. 

c. Kawasan KPSL dengan luas 117,60 Ha. 

Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PT SHJ I, berupa: 

1) Dokumen RKUPHHK-HT untuk periode Tahun 2020-2029 atas nama PT Sumalindo 

Hutani Jaya Unit I, Nomor: SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 

November 2020. 

2) Lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2020 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak 

boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu, KPPN, KPSL 

dan Sempadan Sungai. 

3) Lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2021 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak 

boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu KPPN, KPSL 

dan Sempadan Sungai. 

Hasil telaah Lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2021 skala 1:50.000 yang memuat areal yang 

tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu, KPPN, KPSL 

dan Sempadan Sungai. dapat dicek/periksa keberadaannya dilapangan antara lain: 

1) Titik lokasi pengelolaan KPSL berupa plang nama areal KPSL yang terletak pada koordinat 

N: 010 14’ 6,516” dan E: 1170 04’ 38,53”.  Terdapat plang nama KPSL pada papan dengan 

warna dasar hijau dengan tulisan putih.  

2) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau yang terletak pada 

koordinat N: 010 15’ 53,644” dan E: 1170 02’ 4,628”.  Terdapat tanda batas Kawasan 

Sempadan Anak Sungai Miau pada batang pohon sepanjang jalur dengan cat warna 

merah silang. 

3) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau yang terletak pada 

koordinat N: 010 15’ 56,939” dan E: 1170 02’ 6,73”.  Terdapat tanda batas Kawasan 

Sempadan Anak Sungai Miau pada batang pohon sepanjang jalur dengan cat warna 

merah silang. 

4) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau yang terletak pada 

koordinat N: 010 15’ 55,228” dan E: 1170 02’ 6,843”.  Terdapat tanda batas Kawasan 

Sempadan Anak Sungai Miau pada batang pohon sepanjang jalur dengan cat warna 

merah silang.  

 

3 Verifier 2.1.1.c : Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa dapat diverifikasi peta RKTUPHHK-HT pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, berupa: 

1) Lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2020 skala 1 : 50.000, 
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2) Lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2021 skala 1 : 50.000. 

Dapat dipastikan bahwa peta telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) Nomor: SK.001/RKT-SHJ I/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 

dan dilampirkan peta rencana penanaman skala 1 : 50.000 dan peta rencana pemanenan, skala 

1 : 50.000. 

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas pada batas blok dan petak di 

lapangan dengan kondisi sebagai berikut: 

1) Tanda batas Kawasan/Areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang terletak 

pada koordinat N: 010 17’ 20,5” dan E: 1170 04’ 14,5”.  Terdapat plang nama batas Areal 

Kerja IUPHHK-HTI pada papan dengan warna dasar putih dengan tulisan hitam yang 

dipasang pada batang pohon dilokasi. 

2) Tanda batas Plang RKT 2021 yang terletak pada koordinat N: 010 13’ 08,9” dan E: 1170 04’ 

10,4”.  Terdapat plang nama Areal Kerja Blok Tebangan RKT 2021 pada papan seng dengan 

cat warna dasar kuning dengan tulisan hitam. 

3) Tanda batas Petak RKT 2021 yang terletak antara Petak 043A dan Petak 043B pada 

koordinat N: 010 12’ 58,6” dan E: 1170 04’ 01,3”.  Terdapat tanda batas petak menggunakan 

dengan Pipa Pralon Diameter 4” warna dasar putih dengan tulisan merah. Terlihat bekas 

jalur rintis batas jalur yang dibuat sepanjang jalur batas. 

4) Tanda batas Petak RKT 2021 yang terletak antara Petak 054B dan Petak 053B pada 

koordinat N: 010 13’ 16,0” dan E: 1170 04’ 05,0”.  Terdapat tanda batas petak menggunakan 

dengan Pipa Pralon Diameter 4” warna dasar putih dengan tulisan merah. Terlihat bekas 

jalur rintis batas jalur yang dibuat sepanjang jalur batas. 

5) Tanda batas Plang Blok RKT 2020 yang terletak pada koordinat N: 010 12’ 58,9” dan E: 

1170 03’ 26,6”.  Terdapat plang nama Batas Blok RKT 2020 pada papan biasa dengan 

tulisan hitam yang ditempel pada pohon sekitar batas. 

 

4 Verifier 2.2.1.a : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam 

proses) dengan lampiran-lampirannya 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memiliki dokumen RKUPHHK beserta 

lampirannya dan telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu: 

Terdapat dokumen RKUPHHK-HT pada Hutan Produksi untuk periode Tahun 2020-2029 atas 

nama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, Tahun 2020. 

Dokumen RKUPHHK-HT telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 November 2020.  Dokumen Salinan 

sesuai degan aslinya ditanda tangani oleh Kepala Bagian Huklum dan Kerja sama Teknik, 

FAHRURRAZI, SH NIP. 19631015 199403 1 002. 

Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HT berupa Peta Penataan Areal Kerja Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 

Tahun Periode 2020-2029 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I)  skala 1:50.000. 

5 Verifier 2.2.1.b : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HT periode 2020-2029, RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dan 

RKTUPHHK-HT Tahun 2021 dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak 

merencanakan penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan 
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dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri. Kegiatan penyiapan lahan berasal dari areal 

tanah kosong termasuk bekas pemanenan tanaman HTI.  

Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ not applicable. 

 

21. Prinsip 3 :  

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 

3.1.1. 

: Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Ganis PHPL-PKB yang telah ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP (P2LHP) pada PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) atas nama: 

1) Fahrizal Ramu, S.P. Nomor Register: 04210005918, berdasarkan SK Dirjen PHPL No. 

698/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 dengan masa berlaku penugasan s.d. 

tanggal 27 Januari 2023.   

Terdapat print out SIGANISHUT Penempatan GanisPH No: 118246813489 atas nama Fahrizal 

Ramu dengan Penempatan Sebagai Pejabat Pembuat LHP, Operator SIPUHH dan atau SIPNBP 

di TPK Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan masa penempatan tanggal 6 September 

2021 s.d. 27 Januari 2023. Dokumen telah ditanda tangani secara digital oleh Kepala Cabang: 

NELROY. 

Dokumen penetapan petugas pembuat LHP telah diunggah ke dalam sistem SIPUHH Online di mana 

dapat diakses pada parameter penerbit dokumen LHP-nya. 

Terdapat print out SIGANISHUT Penempatan GanisPH No: 118246813489 atas nama Fahrizal Ramu 

dengan Penempatan Sebagai Pejabat Pembuat LHP, Operator SIPUHH dan atau SIPNBP di TPK 

Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan masa penempatan tanggal 6 September 2021 s.d. 

27 Januari 2023. Dokumen telah ditanda tangani secara digital oleh Kepala Cabang: NELROY. 

Tidak terdapat Laporan atau Penerbitan LHP Periode 12 Bulan terakhir (September 2020 s.d. 

Agustus 2021) yang dibuat PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I. 

Tidak terdapat buku ukur yang dapat diverifikasi keberadaanya sesuai dengan LHP. 

Berdasarkan dokumen Neraca Kayu Bulat PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang dibuat 

pertanggal 31 Agustus 2021 (LMKB periode September 2020 s.d. Agustus 2021), Stok kayu bulat 

pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I)  adalah sebagai berikut : 

No. Uraian 
Jumlah 

Batang Volume (m3) 

1. Stok Per 1 September 2020 0 0 

2. Realisasi Produksi (LHP) RKT 2020 

dan RKT 2021 

 0   0  

3. Penjualan dan DKDS 0 0 

4.  Stok Per 31 Agustus 2021 0   0 

 

Tidak dapat dilakukan uji petik pengukuran terhadap stock kayu (stapel) Pada PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit I. 

2 Verifier 

3.1.2. 

: Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: 

- TPK hutan ke TPK Antara 
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- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah menetapkan kebaradaan TPK Hutan maupun TPK 

Antara dengan Surat Keputusan Direktur. 

Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan Pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah dilakukan 

bersamaan dengan penetapan dokumen RKTUPHHK tahun berjalan.  Penetapan Lokasi TPn dan TPK 

Hutan merupakan bagian dari dokumen RKTUPHHK yang ditetapkan secara Self Approval. 

1) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan Pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) pada 

RKTUPHHK Tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT SHJ I 

Nomor: SK.001/RKT-SHJ I/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 dengan uraian: 

a. TPn terdiri 10 lokasi yang terletak pada setiap petak tebangan dengan rincian: 

b. TPK Hutan terletak pada Zone 13 Petak 072D dengan luas ± 2 Ha pada titik koordinat 

N: 10 14’ 24,298“ dan E: 1170 03’ 14,854“. 

2) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan Pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) pada 

RKTUPHHK Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT SHJ I 

Nomor: SK.002/RKT-SHJ I/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan uraian: 

a. TPn terdiri 38 lokasi yang terletak pada setiap petak tebangan dengan rincian: 

b. TPK Hutan terletak pada Zone 13 Petak 072 dengan luas ± 2 Ha pada titik koordinat N: 

10 14’ 24,298“ dan E: 1170 03’ 14,854“. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK 

sebagai berikut: 

1) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan a.n. atas nama Heru Riyanto No.Reg. 

04210008621 berlaku sampai 27 Januari 2023 yang ditetapkan berdasarkan SK BPHP No. 

SK.680/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. 

Terdapat print out SIGANISHUT Penempatan GanisPH No: 119692898536 atas nama Heru 

Riyanto dengan Penempatan Sebagai Pejabat Penerbit SKSHHK dan Operator SIPUHH di TPK 

Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan masa penempatan tanggal 6 September 2021 

s.d. 27 Januari 2023. Dokumen telah ditanda tangani secara digital oleh Kepala Cabang: 

NELROY. 

2) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan atas nama Adriyana No.Reg. 04210008487 

berlaku sampai 26 Januari 2023 yang ditetapkan berdasarkan SK BPHP No. 

SK.679/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. 

Terdapat print out SIGANISHUT Penempatan GanisPH No: 110777502236 atas nama Adriyana 

dengan Penempatan Sebagai Pejabat Penerbit SKSHHK dan Operator SIPUHH di TPK Hutan 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan masa penempatan tanggal 6 September 2021 s.d. 

27 Januari 2023. Dokumen telah ditanda tangani secara digital oleh Kepala Cabang: NELROY. 

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK, Selama periode audit (audit bulan September 

2020 s.d. Agustus 2021), PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak melakukan penerbitan dokumen 

SKSHHK melalui SIPUHH baik dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond) maupun dari TPK 

Antara ke Tujuan Industri, sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh 

pemegang IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I).  Namun demikian PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit I) dinilai telah memiliki kompetensi dan personil (SDM), sarana dan prasarana penunjang 

dalam penerbitan dan pengarsipan dokumen SKSHHK. 

Tidak terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) pada IUPHHK-HT 

PT Sumalindo hutani jaya (Unit I) selama periode audit bulan September 2020 s.d. Agustus 2021. 

3. Verifier 

3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. 
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Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 

: Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 

3.1.3.a diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). 

Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ not applicable. 

4. Verifier 

3.1.3.b 

: Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) merupakan 

Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), 

berdasarkan tujuan indikator 3.1.3. bahwa verifier 3.1.3.b. diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan 

demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). 

Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ not applicable. 

5. Verifier 

3.1.4 

: Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan tanaman 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK, Selama periode audit (audit bulan September 

2020 s.d. Agustus 2021), PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak melakukan penerbitan dokumen 

SKSHHK melalui SIPUHH baik dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara (Logpond) maupun dari TPK 

Antara ke Tujuan Industri, sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh 

pemegang IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I).  Namun demikian PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit I) dinilai telah memiliki kompetensi dan personil (SDM), sarana dan prasarana penunjang 

dalam penerbitan dan pengarsipan dokumen SKSHHK. 

Tidak terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) pada IUPHHK-HT 

PT Sumalindo hutani jaya (Unit I) selama periode audit bulan September 2020 s.d. Agustus 2021.. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK 

sebagai berikut : 

a) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan a.n. atas nama Heru Riyanto No.Reg. 

04210008621 berlaku sampai 27 Januari 2023 yang ditetapkan berdasarkan SK BPHP No. 

SK.680/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. 

Terdapat print out SIGANISHUT Penempatan GanisPH No: 119692898536 atas nama Heru 

Riyanto dengan Penempatan Sebagai Pejabat Penerbit SKSHHK dan Operator SIPUHH di TPK 

Hutan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan masa penempatan tanggal 6 September 2021 

s.d. 27 Januari 2023. Dokumen telah ditanda tangani secara digital oleh Kepala Cabang: 

NELROY. 

b) Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan atas nama Adriyana No.Reg. 04210008487 

berlaku sampai 26 Januari 2023 yang ditetapkan berdasarkan SK BPHP No. 

SK.679/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. 

Terdapat print out SIGANISHUT Penempatan GanisPH No: 110777502236 atas nama Adriyana 

dengan Penempatan Sebagai Pejabat Penerbit SKSHHK dan Operator SIPUHH di TPK Hutan 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dengan masa penempatan tanggal 6 September 2021 s.d. 

27 Januari 2023. Dokumen telah ditanda tangani secara digital oleh Kepala Cabang: NELROY. 
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6. Verifier 

3.2.1.a 

: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tidak terdapat copy print out SiPNBP berupa dokumen Surat Perintah Pembayaran atas kewajiban 

iuran PSDH dan DR pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang dilengkapi dengan kode Billing 

karena belum terdapat penerbitan dokumen LHP. 

Bahwa tidak terdapat Surat Perintah Pembayaran atas kewajiban iuran PSDH dan DR pada PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) karena belum terdapat penerbitan dokumen LHP.  Namun demikian 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) dinilai telah memiliki kompetensi dan personil (SDM), sarana dan 

prasarana penunjang dalam penerbitan dan pengarsipan dokumen. 

7 Verifier 

3.2.1.b 

: Bukti Setor DR dan/atau PSDH 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tidak terdapat copy print out SiPNBP berupa dokumen Surat Perintah Pembayaran atas kewajiban 

iuran PSDH dan DR pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang dilengkapi dengan kode Billing 

karena belum terdapat penerbitan dokumen LHP. 

Bahwa pada periode audit (September 2020 s.d Agustus 2021) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan/ produksi di 

lapangan, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP PSDH. 

Dengan demikian maka tidak terdapat bukti pembayaran atas kewajiban pembayaran PSDH dan DR 

tersebut. 

8 Verifier 

3.2.1.c 

: Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa pada periode audit (September 2020 s.d Agustus 2021) PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan/ produksi di 

lapangan, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP PSDH. 

Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan dari sistem didasarkan atas : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan 

Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014. 

2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil 

hutan untuk penghitungan PSDH. 

3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag 

Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk 

penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012. 

4. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang 

Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti 

Rugi Tegakan. 

9 Verifier 

3.3.1 

: Dokumen PKAPT 

Nilai : Not applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 

dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar 
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Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 

2018.  

Unit Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen 

PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan 

keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan 

Kayu Antarpulau tersebut di atas. 

Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ not applicable. 

10 Verifier 

3.3.2 

: Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. 

Nilai : Not applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa Pada periode audit (September 2020 s.d. Agustus 2021), PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

tidak melakukan Pengangkutan kayu/Penerbitan dokumen SKSHHK menggunakan kapal penarik (tug 

boat) dan/ atau tongkang, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi. 

 

11 Verifier 

3.4.1 

: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I)  telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang dikeluarkan oleh LP-

PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor : 020.SPHPL.019-IDN berlaku 

selama 5 (lima) Tahun dari 26 November 2018 s.d. 3 Desember 2022.  Dengan demikian, PT SLJ V 

telah memiliki hak/ berhak menggunakan Logo Tanda V-Legal. 

 

 

22. Prinsip 4 :  

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1 : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa tidak terdapat perubahan data hasil audit Penilikan ke-4 dengan hasil audit penilikan ke-

3. 

Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I)   telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk 

seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan 

nomor persetujuan surat nomor: 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995 untuk areal 

seluas 10.000 Ha: 

a) Dokumen AMDAL lengkap yang terdiri Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama Analisis 

Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Komisi Amdal Pusat 

Departemen Kehutanan dengan surat nomor: 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 

1995, ditandatangani oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080019732) selaku Direktur Jenderal 

Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ketua Komisi Pusat AMDAL).  

b) Dokumen AMDAL atas nama PT  Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang disusun atas areal 

seluas 10.000 Ha berdasarkan SK HPHTI (sementara) No. 648/Kpts-II/1991). 

c) Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT  Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang 

disusun atas areal seluas 10.000 Ha berdasarkan SK HPHTI (sementara) No. 648/Kpts-
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II/1991) dan telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat 

nomor: 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995. 

d)  

2. Verifier 4.1.2.a : Dokumen RKL dan RPL. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa tidak terdapat perubahan data hasil audit Penilikan ke-4 dengan hasil audit penilikan ke-

3. 

Bahwa terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT  Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) yang 

disusun atas areal seluas 10.000 Ha berdasarkan SK HPHTI (sementara) No. 648/Kpts-II/1991) 

dan telah disahkan oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor: 

191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995. 

Dokumen RKL dan RPL disusun mengacu pada Dokumen Karangka Acuan Amdal dan Dokumen 

Laporan Utama Andal. 

 

3. Verifier 4.1.2.b : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan 

sosial 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang 

tersedia sebagai berikut: 

a) Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) untuk 

periode Semester II (Juli – Desember) Tahun 2020. 

Terdapat bukti tanda terima dokumen diatas lembar surat Penyampaian Laporan Kegiatan 

Semester II Tahun 2020 Kegiatan RKL dan RPL dengan nomor surat pengantar No.: 

01/SHJ I-SMD/II.2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang disampaikan kepada Dinas 

Lingkungan Hidup kabupaten Kutai timur, kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur serta kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. 

b) Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) untuk 

periode Semester I (Januari – Juni) Tahun 2021. 

Terdapat bukti tanda terima dokumen diatas lembar surat Penyampaian Laporan Kegiatan 

Semester I Tahun 2021 Kegiatan RKL dan RPL dengan nomor surat pengantar No.: 37/SHJ 

I-SMD/VII/2021 tertanggal Agustus 2021 yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Timur serta kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 

Timur. 

Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan dapat diverifikasi 

beberapa implementasi lapangan antara lain: 

1) Kegiatan pengelolaan KPSL berupa pemasangan plang nama areal KPSL yang terletak pada 

koordinat N: 010 14’ 6,516” dan E: 1170 04’ 38,53”.  Terdapat plang nama KPSL pada papan 

dengan warna dasar hijau dengan tulisan putih.  

2) Kegiatan pengelolaan Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau yang terletak pada koordinat 

N: 010 15’ 53,644” dan E: 1170 02’ 4,628”.  Terdapat tanda batas Kawasan Sempadan Anak 

Sungai Miau pada batang pohon sepanjang jalur dengan cat warna merah silang. Tanda 

batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah silang sepanjang jalur batas. 

3) Kegiatan pengelolaan Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau yang terletak pada koordinat 

N: 010 15’ 56,939” dan E: 1170 02’ 6,73”.  Terdapat tanda batas Kawasan Sempadan Anak 

Sungai Miau pada batang pohon sepanjang jalur dengan cat warna merah silang. Tanda 

batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah silang sepanjang jalur batas. 
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4) Kegiatan pengelolaan Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau yang terletak pada koordinat 

N: 010 15’ 55,228” dan E: 1170 02’ 6,843”.  Terdapat tanda batas Kawasan Sempadan Anak 

Sungai Miau pada batang pohon sepanjang jalur dengan cat warna merah silang. Tanda 

batas jalur dibuat dengan menggunakan cat warna merah silang sepanjang jalur batas. 

5) Pemantauan Lingkungan berupa Curah Hujan menggunakan Ombometer pada areal 

Persemaian Basecamp pada koordinat N: 010 13’ 16,253” dan E: 1170 04’ 16,417”. 

6) Pemantauan Lingkungan berupa Pengukuran/pengamatan Debit Air pada Anak Sungai 

Miau menggunakan stick pengukur TMA pada koordinat N: 010 16’  0,101” dan E: 1170 02’ 

01,937”. 

7) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Sumalindo Hutani 

Jaya (Unit I) baik itu sebagai tenaga Borongan, Penanaman maupun Persemaian (Harian 

Lepas).  

8) Bantuan untuk acara kerohanian, Kurban Idul Adha maupun acara 17 Agustus. 

 

 

23. Indikator 1.5 :  

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 5.1.1.a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) telah memenuhi norma verifier 5.1.1.a. yaitu telah 

tersedia pedoman/prosedur K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam 

implementasi pedoman K3 di lapangan. 

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki 8 Prosedur terkait dengan pelaksanaan K3 dan telah 

ditanda tangani, yaitu meliputi:  

1) Sistem Manajemen Lingkungan & K3 dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-01 tanggal 1 

Oktober 2018 Revisi ke-2. 

2) Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen K3 dan Lingkungan dengan No. Dokumen: 

SOP/SHJ I/FS-03 tanggal 1 Oktober 2018 Revisi ke-2. 

3) Idenfitikasi bahaya K3, dampak lingkungan, penilaian dan pengendalian resiko dengan 

No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-06 tanggal 1 Oktober 2018 Revisi ke-2. 

4) Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan dan K3 dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-

17 tanggal 1 Oktober 2018 Revisi ke-2. 

5) Prosedur dan Inspeksi K3 di Tempat Kerja dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-30 

tanggal 1 Oktober 2018 Revisi ke-2. 

6) Pengelolaan Kesehatan Karyawan dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-32 tanggal 1 

Oktober 2018 Revisi ke-2. 

7) Prosedur Penggunaan APD dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-33 tanggal 1 Oktober 

2018 Revisi ke-2. 

8) Poliklinik/ Pos Kesehatan dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-34 tanggal 1 Oktober 2018 

Revisi ke-2. 

Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yaitu Panitia 

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).  P2K3 PT Sumalindo Hutani Jaya telah 

didaftarkan dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Timur 

melalui SK. No. : KEP.566/790/P2K3/DTKT/2020 tanggal 01 Juli 2020. 

Adapun Pengurus Panitia Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) pada PT 

Sumalindo Hutani Jaya (Unit I), diantaranya: 
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- Pembina    : Nelroy Simon 

- Ketua        : Elman Manlili 

- Wakil Ketua : Sulaeman Umar 

- Sekretaris    : Jaya Feriandi Silangit 

 

 

2. Verifier 5.1.1.b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Sumalindo Hutani Jaya 

(Unit I)  berupa Data Sarana Prasarana Damkarhut dan Satpam PH & K3 PT Sumalindo Hutani 

Jaya I. 

Daftar sarpras K3 terdiri antara lain: 

a. APAR 9 Kg. 

b. APAR 25 Kg. 

c. Emergency Shower 

d. Kotak APD 

e. Genset 

f. Perlatan Transportasi 

g. Alat Kesehatan. 

Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Jaya Feriandi Silangit selaku Environment Officer tersedia 

peralatan K3 di lapangan sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik, diantaranya: 

1) Kotak P3K tersedia di Kantor, Kantin, Mess Karyawan, Pos security, dan Ruang Genset.  

2) APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia di Mess Karyawan, Kantor, Ruang 

Genset, TPS Limbah B3 dan Pos security. 

3) Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah didistribusikan 

kepada setiap karyawan. 

4) Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) di Basecamp S. 

Pesab PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I). 

3. Verifier 5.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen laporan P2K3 (HSE Performance Monthly) pada PT Sumalindo Hutani Jaya 

(unit I).  Laporan disusun setiap bulan dan secara rutin selalu disampaikan kepada instansi 

terkait. 

Terdapat dokumen laporan P2K3 periode bulan Januari s.d.  Agustus 2021. 

Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Jaya Feriandi Silangit selaku Environment Officer K3 

di lapangan, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara 

lain: 

- Safety induksi pada setiap tamu dan karyawan baru yang datang atau berkunjung, dan 

refreshment. 

- Internal training K3 yang dilaksanakan 1 bulan satu kali. 

- Tindakan Prefentif misalnya Promosi Kesehatan pada saat HSE talk dan Inspeksi, 

Pembuatan dan melakukan pemeliharaan papan safety sign, pemeriksaan kesehatan 

kondisi secara umum dan tekanan darah karyawan secara rutin 4x dalam 1 bulan. 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 56 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

- Kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan melalui general check up secara rutin 1 

tahun sekali. 

- Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker dan APD 

lainnya kepada pekerja di lapangan. 

- Pemasangan rambu-rambu Jalan. 

4. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Bahwa terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) 

dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) PUK SP 

Kahutindo – PT Sumalindo Hutani Jaya. 

Terdapat Surat Keputusan Nomor : KEP-12/DPC FSPK/SK/IX/2020 tanggal 09 September 2020 

tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo (PUK SP Kahutindo) PT 

Sumalindo Hutani Jaya I masa Bhakti Tahun 2020 – 2023. 

Susunan Pengurus : 

- Ketua PUK                : Supardi 

- Wakil Ketua PUK         :  Bambang Andika 

- Sekretaris PUK     : Randy Juniandrika 

- Wakil sekretaris PUK    :  Angga Dinata 

- Bendahara PUK     : Hanry Riyandi 

- Wakil Bendahara PUK  :  Adi Prima 

- Ketua Komite Perempuan PUK  :  Santi. 

5. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT SHJ dengan Serikat Pekerja Kahutindo PT 

SHJ. Dokumen PKB terdiri atas XIV Bab dengan 82 pasal. 

Dokumen PKB telah didaftarkan dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim, No.: Kep.560/1940/B.PHI & 

JAMSOSTEK/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT 

SHJ dengan Serikat Pekerja Kahutindo PT SHJ.  

Dokumen PKB berlaku PKB dari tanggal 15 Oktober 2019 s/d 16 Oktober 2021. 

6. Verifier 5.2.3 : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : MEMENUHI (M) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat daftar karyawan PT SHJ I periode Agustus 2021 dan diketahui bahwa karyawan PT SHJ 

I seluruhnya berjumlah 23 (duapuluh tiga) orang terdiri atas 21 orang berjenis kelamin laki-laki 

dan 2 orang berjenis kelamin perempuan. 

Hasil verifikasi diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur 

(diluar ketentuan).  

Karyawan termuda atas nama Khulisoh, dengan jabatan sebagai Logistic Officer yang lahir di 

Sidomukti pada tanggal 15 Mei 1998 dan mulai bekerja pada tanggal 10 Mei 2021.  Sehingga 

pada saat yang bersangkutan mulai bekerja pada PT SHJ I telah berusia 23 Tahun 0 Bulan. 

Terdapat dokumen copy KTP yang dapat diverifikasi. 
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L*mhaga Penilai Fengelelaan Flutan Froduksl Lestari
PT TRUST}N*O PRIIT{A KARYA

LPPHFL"CITS-IDN

E. NILAI X}NERJAAKHIR PHPL

1*o. tntltlcater
ttltrl.l(lnede
, lffiltltor,'

,,,,llikl,, ffin: tiltstas
lilltator

I 1.1 Baik 3 3

2. 1.2 Bait 3 3

3. 1.3 Sedang 2 3

4. 1.4 Sedang 2 3

5. 2.1 Baik 3 3

6. 2.2 Sedang 2 3

7. 2.3 Sedang 2 3

8. 2.4 Sedang 2 3

9. 2.5 Baik 3 3

10. 2.6 Burult 1 3

11. 3.1 Sedang 2 3

12. 3.2 Sedang 2 3

13. 3.3 Sedang 2 3

14. 3.4 Baik 3 3

15. 3.5 Sedang 2 3

16. 3.6 Sedang 2 3

17. 4.1 Baik 3 3

18. 4.2 Sedang 2 3

19. 4.3 Sedang 2 3

20. 4.4 Baik 3 3

21. 4.5 Sedang 2 3

JUMI.AH rl8 6:t

TOTAL NILAI KIiIERJA IiIDIIGTOR
48r63x100%=76;19%

Tidak terdaptt verifier llominan bemilai Buruk

1 Oktober 2021

**-*ffrrltr rrustindo Prima KIrya

ffi,,,
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